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PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA MEDAN

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA MEDAN
NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG
PERATURAN TATA TERTIB

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENIMBANG : a.

MENGINGAT : 1.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MEDAN

bahwa sebagai pclaksanaan Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemernntahan Daerah, tata tertib
DPRD ditetapkan oleh DPRD;

bahwa berdasarkan pertimbangan scbagaimana dimaksud
hurul a perlu menetapkan Peraturan Tata Tertib Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan;

Undang-undang Nomor 8§ Drt Tahun 1956 tlentang
Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam
Lingkungan Dacrah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomeor
1092);

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Reputblik Indonesia Tahun 2003
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Namor 4286);

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004  tentang
Perbendahargan Negara ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahuna 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 43550];

Undang-undang Momor 15 Tahun 2004 tentang Badan

Pemeriksa Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234)

Undang—Un'!iang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai
Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008
Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4801), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Pelitik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor & Tambahan
Lembaran Negara Republix Indonesia Nomor 518%9);
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilhan
Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Ralvat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomar 53 16);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan  Daerah  {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tsntang
Pemerintahan  Daerah (Lembaran Negara Republik
Indenesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor S€79);

Undang-Undang Nomaor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6109];

. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Takin 2017 tentang Hak

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
106, Tambahan Lemhbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6057];



11, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republi Indonesia Nomor 5387},

12.Peraturan Pemerintah Nomeor 12 Tahun 2018 tentang
Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD  Provinsi,
Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 5%, Tambahan Lembaran Negara
MNomor 6197),

13, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor B0 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomeor 2036},

14. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016
tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan
{Lembaran Daerah [ota Medan Tahun 2016 Nomor

15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 3

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

TENTANG TATA TERTIBE DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA MEDAN.

BAE 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

Daerah adalah Kota Medan.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Medan.

Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara urusan Pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah den DPRD menurut asas otonomi, tugas pembantuan
dan prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara
Kesatuan Republi’” Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan.
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23.
24,
25,

26.
27,
28.

Wali Kota adalah Walikota Medan;

Walkil Walikota adalah Wakil Walikota Medan.

Pimpirian DPRED adalah Ketua dan Walil-Wakil Ketva DPRD Kota Medan.
Anggota DPRD adalah anggota Dewan Perwaldlan Rakyat Daerah Kota
Medan,

. Alat Kelengkapan DPRD adalah alat kelengkapan DPRD Kota Medan yang

terdiri dari pimpinan, badan musyawarah, komisi, badan pembentukan
Perda, badan anggaran,dbadan kehormatan don alat kelengkapan lain
vang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna.

Fraksi adalah pengelompokan anggota DPRD Kotz Medan berdasarkan
Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang memperoleh kursi sesuai
dengan jumlah vang ditetapkan.

Komisi adalah pengelompokan anggota DPRD Kota Medan secara
fungsional berdasarkan tugas-tugas yang ada di DPRD Kota Medan.
Badan Musyawarah adalah Badan Musyawarah DPRD Kota Medan.
Badan Anggaran adalah Badan Anggaran DPRD Kota Medan.

Radan Pembentukan Perda adalah badan pembentukan Perda DPRD Kota
Medan.

Panitia adalah Panitia Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota atau Waicil
Walikotz Medan.

Badan Kehormatan adalah Alat Kelengkapan DPRD Kota Medan yang
bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD kota Medan.

Kode Etik DPRD Kota Medan adalah suatu ketentuan Etika perilaku
sebagai acuan kinerja anggota DPRD Kota Medan dalam melaksanakan
tugasnya.

Perangkat Dacrah adalah Perangkat Pemerintah Kota Madan.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Medan.

Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kota Medan.

Komisi Pemilihan Umum Dacrah yarng disingkat demgan KPUD adalah
Komist Pemilihan Umum Daerah Kota Medar.

Ketua Pengadilan Negeri adalah Ketua Pengadilan Negeri Kota Medan.
Sekretariat DPRD adalah Seleretariat DPRD Kota Medan,

Rapat adalah rapat-rapat yang diselenggarakan oleh Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kota Medan.

Rapat Paripurna adalah Rapat Paripurna DPRD Koia Medan.

Peninjauan adalah Peninjauan DPRD Kota Medan.

Kunjungan kerja adalah Kunjungan Kerja DFRD Kota Medan.
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31.

32.

33.
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(1]

(2)

)

Studi banding adalah Studi Banding vang dilakukan oleh DPRD Kota
Medan.

Yonsultasi adalah Konsultasi vang dilakukan Anggota DPRD Kota Medan
kepada instansi pemerintah Pusat atau lembaga tinggi laianya.

Masa sidang dan masa reses adalah kegiatan-kegiatan DPRD yang
dilakukan baik di dalam maupun di luar gedung DPRD kota Medan.

Reses adalah masa penghentian atau istirahat dari kegiatan sidang serta
kormunikasi dua arah antara legisleif dengan konstituen melalul
kunjungan kerja secara berkala.

Peraturan Daerah adalah Peratu.an Daerah Kota Medan.

Anggaran Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Medan disingkat dengan APED.

Hari adalah Hari Kerja.

BAB II
FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG
Bagian Kesatu

Fungsi
Pasal 2

DPRD mempunyai fungsi .

a. Pembentukan Perda:

b. Anggaran; dan

¢. Pengawasan.

Fungsi pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
divujudkan dalam membentuk peraturan dacrah bersama Walikota.
Fungsi anggarar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
diwujudkan dalam membahas dan menyetujul rancangan anggaran
pendapatan dan belanja daerah bersama Walikora.

Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada avat (1) hurul ¢
diwujudkan dalam mengawasi pelaksanaan  peraturan daerah dan
APBD.

Ketiga fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dalam

kerangka represeniasi rakyat di daerah.

Bagian Xedua
Tugas dan Wewenang

Pasal 3

DPRD mempunyai tugas dan wewenaug :

a.
b

(1

2)

(3)

Membentuk peraturan daerah bersama Walikota;

Membahas, memberikan persetujuan atau menoiak rancangan peraturan
daerah mengenai APBD vdng diajukan oleh Walikota;

Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan
AFED,

Memilih Walikota dan Wakil Walikota atau Wakil Walikota dalam hal
terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan lebih
dari 18 {delapan belas) bulan,

Mengusulkan pengangkatan dan atau pemberhentian Walikota dan Wakil
Walikota atau Wakil Walikota kepada Menteri Dalam Negern melalu
Gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan atau
pemberhentian;

Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah
terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;

Memberikan persetujuan atau penolakan terhadap rencana kerjasama
Internasional yang dilakukan uleh pemerintah daerah;

Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Walikota dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah;

Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengean daerah lain
atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;
Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan; dan

Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota atau Wakil Walikota sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 huruf d diselenggarakan dalam rapat paripurna.
Hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan
keputusan DPRD.

Mekanisme pemilihan WaliKota dan Wakil Walikota atau Wakil Walikota
diatur dalam Tata Tertib DPRD paling sedikit memuat ketentuan :
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Tugas dan wewenang panitia pemilihan;

b. Tata cara pemilihan dan perlengkapan pemilihan,

¢. Persyeratan calon dan penvampaian kelengkapan dokumen
persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. jadwal dan tahapan Pemilihan;

e. hak Anggata DPRD dalam Pemilihan:
penyampaian visi dan misi para calon WaliKota dan Wakil Walikota
atau calon Wakil Walikota dalam rapat paripurna;

g, jumlah, tata cara pengusulan, dan tata tertib saksi;
penetapan calon terpilih;

i, pemilihan suara ulang; dan

j. larangan dan sanksi bagi calon Waliketa dan Wakil Walikota atau
calon Wakil Walikota yang mengundurkan diri sejak ditetapkean
sebagai pasangan calon atau calon.

(4] Berdasarkan hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam

rapat paripurna Pimpinan DPRD mengumumian :

a. pengangkatan Walikota dan Wakil Walikota; atau

b. pengangkatan Wakil Walixota.

Pasal 5

Pimpinan DPRD menyampaikan usulan pengesahan pengangkatan dan
pemberhentian Walikota dan Wakil Walikota atau Wakil Walikota kepada

Menteri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

BAB III
MEKANISME PENGISIAN KEKOSONGAN
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
ATAU WAKIL KEPALA DAERAH

Bagian Kesatu
Persyaratan Calon WaliKota dan Wakil Walikota
atau Wakil Walikota

Pasal 6

Persyaratan calon Walikota dan Wakil Walikota atau Wakil Walikota adalah

Warga Negara Republik Indonesia yang dapat ditetapkan menjadi Kepala

7

Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah, yvang memenuhi

syarat-syarat !

a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

b. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi
Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik
Indonesia;

c. Berpendidikan paling l.'*endah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau
sederajat;

d. Telah mengikuti uji publik kompetensi dan integritas;

e. Berusia paling rendah 25 [dua puluh lima) tahun;

f. Mampu secara jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan
kesehatan menyveluruh dari tim dolkter;

g. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan tindsk pidana
makar dan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan
pengadilan  yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karzna
melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima)
tahun atau lebih, kecuali yang bersangkutan telah selesai menjalani
pidana lebih dari 5 (lma) tahun dan mengumumkan cecara terbuka dan
jujur kepada publik bahwa dirinya pernah menjadi terpidana serta tidak
akan mengulang tindak pidananya;

h. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengsiilan yang
telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

1. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela dibuktikan dengan surat

keterangan dari kepolisian;

Menyerahkan daftar kekavaan pribadi;

[

k. Tidak sedang memiliki tanggungon utang secara persecrangan danjatau
secara badan hukumn yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan
keuangan negara;

I.  Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan vang
telah memperoleh kekuatan huloum tetap;

m  Memililki Nomor Pokole Wajib Pajak (NPWP) dan memiliki laporan pajak
pribadi;

n. Tidak berstatus sebagai Gubernur/Wakil Gube.nur, Bupati/V/akil Bupati
atau Wali Kota/Wakil Walikota dari daerah lain;

0. Berhenti dari jabatannya sebagai Gubernur/Wakil Gubernur,
Bupati/Wakil Bupati dan Wali Kota/Wakil Walikota vang mencalonkan

diri di daerah lain,



.

Tidak bersiatus sebagai penjabat Gubernur/penjabat Bupati/penjabat
Wali Kota;

memiliki visi, misi dan program strategis mengacu pada RPJPL,
menvatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai mnggola dewan
perwakilan rakyat, anggota dewan perwakilan daerah, anggota dewan
perwakilan rakyet daerah sejak ditetapkan sebagai calon peserta
pemilihan dengan melampirkan persetujuan pimpinan atau partarn
menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara
Nasional Indnnesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai
Negeri Sipil atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai calon peserta
pemilihan dengan melampirkan surat persetujuan pemberhentian dari
vang berwenang;

menyatakan berhent dari jabatan pada Badan uszha nilik negara atau
badan usaha milik daerah;

melampirkan Kartu Tanda Penduduk Elekironils (KTP-el) dengan Nomor
Induk Kependudukan [NIK|;

menyertakan daftar riwayat hidup; dan

tidak berstatus sebagai anggeta Panitia Pemilihan.

Bagian Kedua
Dokumen Persyaratan Calon Walikota dan Wakil Walikota
atau Wakil Walikota

Pasal 7

Calon Walikota dan Wakil Walikota atau Walil Walikota melampirkan

deokumen persyaratan scbagai be rikut :

a.

Surat Pernyataan vang dibuat dan ditandatangani oleh Calon Walikota

dan Wakil Walikota atau Wakil Walikota, sebagai bukti pemenuhan

syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;

Fotocopi ljazah yang telah dilegalisir oleh pihak vang berwenang;

Fotocopi dokumen yang menunjulkkan pengalaman pekerjaan di bidang
pelayanan publilk;

Fotocopi Sura. Keputusan Kepangkatan Kepegawaian dan Fotocopi Surat
Keputusan mendudulki jabatan;

Fotocopi kartu tanda penduduk elektronik dengan nomor induk

kependudulkan;

Surat keterangan hasil pemeriksaan kesehatan sehat jasmani dan rohani
dari tim dokter daerah;

Surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan
putusan pengadilan yang telah memperecleh keluatan hukum tetap
karena melakukan tindak pidena yang diancam dengan pidana penjara 5
(ima) tahun atau lebih dari Pengadilan Megerl yang wilayah hukumnya
meliputi tempat tinggal calon wakii walikota;

Surat keterangan tidak sedang dicabut hak nilihnva berdasarkan
putusan pengadilan yang telah mempunyal kekuatan hukum tetap dari
Pengadilan Neperi yang wilayah hukumnya nnejiputi tempat tinggal calon
walikota dan/atau wakil walikcta;

Surat tanda terima laporan kekayaan calon walkil walikota dari instansi
vang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara;
Burat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan utang perseorangan
dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya vang
merugikan keuangan negara dari Pengadilan Negeri vang wilayah
hulrumnya meliputi tempat tinggal calon wakil walikota,

Surat keterangan tidak dinyvatakan pailit dari Pengadilan Negeri vang
wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon walikota dan/atau
wakil walikota;

Fotocopi kartu Nomor Pokok Wajlb Pajak atas nama calon Walikota
danfatau wakil Walikota, tanda temma penvampaian Surat
Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajb Pajak Orang Pribadi
atas nama calon wakil Walikota untuk masa 5 (lima} tahun terakhir dan
tanda bukti tidak mempunyal tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan

Pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar;

. Surat persetujuan pengunduran diri sebagai anggota dewan perwakilan

rakyat, anggota dewan perwakilan daerah, anggota dewan perwakilan
rakyat daerah sejak ditetapkan sebagal calon peserta pemilihan davi
pimpinan atau parta’ polittk yang bersangkutan;

Surat persetujuan pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional
Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri
Sipil atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai calon peserta pemilihan
dari yang berwenang;

Daftar riwayat hidup wvang dibuat dan ditandatangani oleh Calon
Walikota dan Wakil Walikota atau Wakil Walikota;dan
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p. Pas photo terbaru Calon Walikota dan Wakil Walikota atau Walkil

Walikota, dan dokumen lainnya sesual dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan

Pasal 8

Selain memenuhi syarat sebapaimara dimaksud dalam Pasal 6 sesearang vang
mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi bakal Calon Walikota dan Wakil
Walikota atau Wakil Walikata harus memenuhi syarat-syarat lain yaitu :

a. Mendaftarkan diri atau didaftarkan pihak lain kepada panitia pemilihan;

dan
b. Menyerabkan bukti-bukti tertulis yang mempunyai kekuatan hubum
vang diperlukan untuk memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 7.

Pasal 9
Seorang anggota Pegawai Megeri Sipil dan/atau TNIf Polri yang mencalonikan
diri atau dicalonkan menjadi Calon Walikota dan Wakil Waliketa atau Wakil
Walikota wajib memperoleh izin tertulis dari atasan yang berwenang
mengeluarkan izin sesual ketentuan peraiuran perundang-undangan.

Pasal 10
Pejabat Negara atau Penjabat Pemerintah yang mencalonkan diri atau

dicalonkan menjadi Calon Walikota dan Wakil Walikota atau Wakil Walikota

wajib mengundurkan diri dari jabatannya sejak pendaltaran.
Bagian Ketiga
Kepanitiaan
Pasal 11

Panitia Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota atau Walkil Walikota terdiri dari

panitia khusus dan panita pemilihan.

b

Pasal 12

{1} Panitia khusus sebagaimaua dimaksud dalam Pasal 11 dibentuk dengan
keputusan Pimpinan DFRD.

(2] Anggota panitia khusus terdiri dari unsur-unsur fraksi.

(3] Panitia khusus bertugas menvusun peraturan tata tertib pemilihan Wali
kota dan Walkil Walikota atau Wakil Walikota .

(4] Tugas panida khusus iJcpgrakhir pada saat peraturan tata terub pemilihan
Walikata dan Wakil Walikota atau Wakil Walikota ditetapkan.

Pasal 13

(1) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dibentuk
dengan keputusan pimpinan DPRD.

(2] Anggota panitia pemilihan terdiri dan unsur pimpinan DPRED (wakil-wakil
ketua) dan fraksi atau gabungan fraksi

(3] Fanitia pemilihan terdiri dari unsur ketua, wakil ketua dan anggota.

(4) Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah sekretaris panitia pemilihan
bukan anggota.

(3) Apabila sesecrang anggota panitia pemilihan dicalonkan atau
mencalonkan diri menjadi bakal calon, yang bersangkutan harus
mengundurkan diri dari keanggotaan panitia pemilihan.

(6) Panitia pemilihan bertugas sebagal penvelenggara dan penanggung jawah
pemilihan Walikota dan Walil Walikota atau Wakil Walikota.

(7) Tugas panitia berakhir pada saat calon Walikota dan Wakil Walikota atan
Walkil Walikota dilantik.

Pasal 14

Tugas panitia pemilihan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6]
adalah sebagai berikut .
a. melaksanakan administrasi yang berkaitan dengan kegiatan,
pendaftaran, penyaringan dan penetapan lokasi calon;
b. mengusulkan kegiatan rapat paririrma khusus;
c. melaksanakan kegiatan vang berkaitan dengan pengujian publik, apabila
terdapat pengaduan,
d. melaksanakan administrasi penetapan calon Walikota dan Walkil

Walikota atau Wakil Walikota;



(1)

(2

(1]

(2]

(1)

(2)
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melaksanakan kegiatan pemilihan di dalam rapat paripurna khusus;

melaksanakan administrasi vang berkaitan dengan pengiriman berkas

calon terpilih; dan
melaksanakan kegiatan pelantikan calon terpilih.

Bagian Keempat

Pembentukan Kepanitiaan
Pasal 15

Panitia Pemilihan calon Walikota dan Wakil Walikota atau Wakil Walikota
dibentuk paling lambac 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya Panitia
Khusus.

Mekanisme Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota atau Walal

Walikata diatur lebih lanjut dalam tata tertib pemilihan.

Bagian Kelima

Pengumuman Jadwal Pemailihan
Pasal 16

Panitia Pemilihan mengumumkan jadwal pemilihan yang meliputi kegiatan
pendaftaran sampai dengan perkiraan pelaksanaan pelantikan.
Pengumuman jadwal pemilihan dilaksanakan melalui media komurikasi

massa vang ada di daerah setempat.

Bagian Keenam
Pendaftaran Bakal Calon

Pasal 17

Panitia Pemilihan melaksanakan kegiatan pendaftaran yang meliputi
penerimaan pendaftaran, penyerahan buku pendaftaran dan penyusunan
dulumen bakal czlon.

Setiap bakal calon menyerahkan formulir pendaftaran dan dokumen
kelengkapan administrasi.

Penyerahan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia

Pemilihan menyerahkan bukti pendaftaran kepada bakal calon.

13
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i2)

13)

Pendaftaran bakal calon dibuka paling lambat 3 (tiga) minggu setelah

pembukaan pendaftaran calon.

Pasal 18

Pada hari terakhir pendaftaran, Panitia menvusun dafltar nama bakal
calon sesuai nomor urut pendaftaran.

Daftar nama sebapaimafia dimaksud pada avat (1) dilengkap: dokumen
administrasi masing-masing bakal calon.

Panitia menverahkan secara resmi daftar nama bakal calon berikut
kelengkapannya disertai berita acara sebagamana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2} kepada pimpinan partai politik atau gabungan partai politik

pengusung.

Bagian Ketujuh
Penyaiingan Bakal Calon

Pasal 19

Penyaringan bakal calon dilakukan oleh partai politik atau gabungan partai

politik sesual ketentuan peraturan perundang-undangan.

{1

2

(3]

]

Pasal 20

Penyaringan tahap [ merupakan kegiatan panitia pemilihan untuk meneliti
bakal calon berdasarkan daftar nema.

Panitia pemilihan meneliil dokumen kelengkapan administrasi setiap
nama bakal calon.

Penelitian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) panita
pemilihan menerima dan menampung aspirasi darl perorangan,
masyvarakar, organisasi sosial polink dan lembaga kemasyarakatan seria
mensosialisasiltan nama-nama balkal calon.

penvaringan dimulai sejak pendaftaran ditutup dan berlangsung paling

lama 14 (empat belas) hari.

14
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Pasal 21

Penyaringan Tahap 11 merupakan kegiatan panitia pemilihan melakukan
proses seleksi baik kelengkapan dan keabsahan administrasi maupun
tentang kemampuan dan kepribadian bakal calon.

Pengujian kemampuan dan kepribadian bakal calon sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui paparan, wawancara atau
metode lainnya.

Berdasarkan hasil pengujian kemampuan dan kepribadian bakal calon
sebagaimana dimaksud pada ayat {2} masing-masing fraksi menetapkan
paling banyak 2 {dua) bakal calon.

Hasil penetapan bakal calon ditetapkan dengsan keputusan dan
ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris.

Penvaringan tahap Il diakhiri dengan penetapan bakal calon.

Penyaringan tahap Il dilaksanakan paling lama 14 (empat belas] hari.

Bagian Kedelapan
Penetapan Calon Walikota dan Wakil Walikota
atau Wakil Walikota

Pasal 22

Panitia Pemilihan mengusulkan penetapan calon kepada Pimpinan DPRD.
Masing-masing bakal calon memaparkan visi, misi dan program kerjanya
pada Rapat Paripurna DPRD.

Partai politik atau gabungan partai politik mengajukan Bakal calon Wali
kota dan Wakil Walikota atau Wakil Walikota .

Pengajuan bakal calon sebagaimane dimaksud pada avat (3) antuk
ditetapkan menjadi calon paling banyak 2 (dua) bakal calon.

Penetapan bakal calon menjadi calon sebagaimana dimaksud pada aval 4
ditetapkan dengan Keputusan DPRD secara musyawarah atau melalui
pemilthan.

Apahila calon Walikota dan Wakil Walikota atau Wakil Walikota hanva 1
[satu) calon, maka pemilihan tetap dilaksanakan secara aklamasi.
Penetapan calon dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari setelah

berakhirnya masa penyaringarn.
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Pasal 23

Nama-nama pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota atau Wakil Walikota

vang telah  ditetapkan dengan keputusan DPRD, disampaikan kepada
Gubernur oleh DPRD.

Paszal 24

Pemilihan dilaksanskan dalam Rapat Parpurna Khusus terdiri dari Rapat

Paripurna penyampaian visi dan misi dan Rapat Pemilihcn calon Walikota dan
Wakil Walikota atau Wakil Walikota.

(1)

(2

G

(4]

{51

(7]

(8

Bagian Kesembilan

Rapat Paripurna Xhusus
Pasal 25

Rapat Paripurna Khusus Tahap [ merupakan Rapat Paripurna Khusus
untuk menyampaikan visi don omisi Walikota dan Wakil Walikota atau
Wakil Walikota .

Rapat Paripurna Khusus Tahap 1l merupaka Rapat Paripurna untuk
pemilihan calon calon Walikota dan Wakil Walikota atau Walal Walikota,
Rapat Paripurna Khusus sebagaiman:. dimaksud pada ayat (1) dinadiri
oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumilah anggota DPRD.
Apabila dalam pembukaan Rapat Parnipurna Khusus sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) jumlah anggota DPRD belum mencapail kuorum,
rapat ditinda paling lama 1 {satu) jam.

Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dipenuhi,
Rapat Paripurna Khusus ditunda paling lama 1 (satu) jam lagi.

Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada avat (5) belum dipenuhi,
tetapi telah dihadiri lebih dari 1 (satu) fraksi, Rapat Paripurma khusus
tetap dilaksanakan.

Apabila fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) belum terpenuhi,
rapat ditunda paling l.aa 2 atau 3 ha.i sejak penundaan.

Setelah penundaan selama 2 atau 3 hari sebagaimana dimaksud pada
avat [7), rapat dilaksanakan kembali sesuai dengan ketentuan ayat (3),
ayat (4), ayat (5) dan ayat (B).



Pasal 26

Pemilihan calon Walikota dan Wakil Walikota atau Wakil Walikota pada rapat

paripurna khusus dilaksanakan secara langsung, bebas, rahasia, jujur, adil

dan bebas politik uang.

(1)
2)

(4]

(1)

Pasal 27

Setiap anggota DPRD mempunyai hak 1 (satu) suara.

Calon Walikota dan Wakil Walikata atau Wakil Walkota dinyatakan
menang, apabila telah mendapat perolehan suara sekurang-kurangnya
setengah ditambah satu dari jumlah anggota yang hadir.

Apabila hasil perolehan perhitungan suara calon mempernlech jumlah
suara yang sama, maka dilakukan pemilihan ulang paling lambat 2 (dua)
jam sejak hasil penghitungan suara pertama diumumkan.

Apabila setelah pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (31,
jumlah suara tetap sama , maka panitia pemilihan berkonsultasi dengan
Gubernur.

Hasil pemilihan calon Walikota dan Wakil Walikota atau Walil Walikota
dituangkan dalam berita acara pemilihan yang ditandatangani oleh
sekurang-kurangnva 2/3 (dua per tiga) anggota panitia pemilihan dan

saksi-saksi vang terdiri dari unsur [ralesi.

Bagian Kescpuluh

Pengiriman Be-kas Pemilihan
Pasal 28

DPRD mengirimkan berita acara pemilihan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 27 avat [5) mengenai calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota *

atau Walkil Walikota beserta berkas pemilihan kepada Menteri Dalam
Negeri melalui Gubernur,

Berkas pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari tata
tertib, Berita Acara hasil rapat paripurna khusus, risalah rapat paripurna

khusus dan dokumen lain czjak pendaftaran pasangan bakal calon.

(1

(2)

(3]

2

(3)

Bagian Kesebelas

Pengesahan
Pasal 29

Pimpinan DPRD menyampaikan usulan pengesahan pengangkatan dan
pemberhentian Walikota dan Wakil Walikota atau Wakil Walikota kepada
Menteri melalui Gubernui sebagai wakil pemerintah pusat.

Surat penetapan DPRD hasil pemilihan Walikcia dan Wakil Walikota atau
Wakil Walikota disampaikan melalui Gubernur untuk mendapatkan
pengeschan Menteri Dalam Negeri.

Berdasarkan hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam
rapat paripurna Pimpinan DPRD mengumumkan:

a. Pengangkatan Walikota dan Wakil Walikota, atau

b. Pengangkatan Wakil Wealikota.

Bagian Keduabelas

Pelantikan
Pasal 30

Pelantikan Walikota dan Wakil Walikota atan Wakil Walikota dilaksanakan
setelah diterbitkan Surat Keputusan pengesahan Walikota dan Wakil
Walikota atau Wakil Walikota oleh pejabat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 29.

Sebelum memangku jabatan Walikota dan Wakil Walikota atau Wealal
Walikota dilantik oleh Menteri yang pelaksanaannyva didelegasikan kepada
Gubernur.

Pelantikan Walikota dan Wakil Walitkota atau Wakil Walikota dilakukan di
Gedung DPRD atau gedung lain dan tidak dilaksanakan dalam rapat
DPRD.
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BAB IV
KEANGGOTAAN

Pasal 31

Keanggotaan DPRD diresmikan dengar Keputusan Gubernur sesual
dengan laporan komisi pemilihan umum daerah kota medan vang
disampatkan melalni Walikota

Masa jabatan anggota DPRD adalah lima (5) tahun terhitung mulai tanggal
pengucapan sumpahfjanji anggota DPRD dan berakhir pada saat anggota
DPRD yang baru mengucapkan sumpan/janji,

Anggota DPRD vang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2
mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama bertepatan pada
tangeal berakhirnya masa jabatan 5 (Lma} tahun anggota DPRD yang
lama.

Dalam Lal terdapat anggota DPRD yang baiu tidak dapat mengucapkan
sumpah/janji bertepatan dengan berakhirnya niasa jabatan 5 {lima] tahun
anggota DPRD yang lama. Masa jabatan anggota DPRD dimaksud berakhir
bersama dengan masa jabatan anggota DPRD yang mengucapkan
sumpah /janji secara bersama-sama.

Dalam hal tanggal berakhirnya masa jabatan anggota DPRD jatuh pada
hari libur atau hari yang diliburkan, pengucapan sumpah /janji
dilaksanakan hari berikutnya sesudah hari libur atau hari yang diliburkan

dimaksud.
Pasal 32

Anggota DPRD  sebelum memangku jabatannya, mengucapkan
sumpah/janji secara bersama-bersama yang dipandu oleh ketua
Pengadilan Negeri dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD.

Dalam hal ketua Pengadilan Negeri berhalangan, pengucapan
sumpah/janji dipandu oleh Walal ketua Pengadilan Negeri.

Dalam hal Wakil ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada
avat {2) berhalangan. pengucapan sumpah/janji anggota DPRD oleh
hakim senior pada Pengadilan Negeri yang ditunjuk oleh ketua Pengadilan

Neger

1%

Pasal 33

(1) Arggota DPRED yang berhalangan mengucapkan  sumpah/janji
sebagaimana dimaksud dalam pasal 532 ayat (1), yvang bersangkutan
mengucapkan sumpah/janji dipandu oleh ketua atau wakil ketua DPRD
dalam Rapat baripurna Istimewa DPRD.

(2) Anggota DPRD pengganti antar waktu sebelum memangku jabatannya,
mengucapkan sumpah/fhnji vang dipandu oleh ketua atau wakil ketua
DPFRD dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD.

Pasal 34

(1) Pengucapan sumpah/janji anggoia DPRD sebagaimana dimaksud dalam
pasal 32 dan pasal 33, didampingi Rohaniawan sesuai dengan Agamanya
masing rmasing.

(2) Dalam pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
anggota DPRD yang beragama :

a. Islam, diawali dengan frasa “Demi Allah”;
b. Protestan dan Katoli, diakbur dengan frasa “Semoga Tuhan Menolong
Saya”
c¢. Budha, diawali dengan frasa “Demi Hyang Adi Budha”; dan
d. Hindu, diawali dengan frasa *Om Atah Paramawisesa”
(3) Setelah mengakhiri  pengucapan sumpah/janji, Anggota DPRD

menandatangani Berita Acara Pengucapan Sumpah /janji.

Pasal 35

Sumpah/.Janji sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 sebagai berikut: Demi
Allah (Tuhan] saya bersumpah/berjanji:

bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota/ketua/walkil
ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan dengan sebaik-baiknya
dan seadil-adilnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan
berpedoman pada Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik
Indonesia tahun 1945;

bahwa sava dalam menjalankan kewajiban akan vekerja dengan sungguh-
sungguh, demi kehidupan demokrasi, serta mengutamakan kepentingan

bhangsa dan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan golongan;



bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakill untuk
mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan Bangsa dan Negara Kesatuan

Republik Indonesia.”

BAB V
PELAKSANAAN HAK DPRD DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Kesatu

Umum
Pasal 36
(1} DFRD mempunyai hak:
2. Internlasi;
b. Angket; dan
c. menyatakan pendapat.
Pasal 37

(1) Angzgota DPRD mempunyai hak:
a. mengajukan rancangan peraturan daerah;
b. mengajukan pertanyaan;
c. menyampaikan usul dan pendapat;
d. memilih dan dipilih;
¢. membela diri;
f. immunitas;
. mengikuti orientasi dan pendalaman tugas; dan

h. protokoler,dan Keuangan;

Bagian Kedua
Hak Interpelasi

Pasal 38
(1) Hak interpelasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 huruf a diusulkan

oleh paling sedikit 7 (tujuh} orang Anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu)
Fraksi.

[
=
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Usul sebagaimana dimalsud pada ayat (1), disampaikan kepada Pimpinan
DPRD, yang ditandatangani oleh para pengusul dan diberikan Nomor
pokok oleh sekretariat DPRD.
Usul sebagaimanna dimaksud pada ayat (2) disertal dengan dokumen yang
memuat sekurang-kurangnya:
a. Materi kebijakan dan atau pelaksanaan kebjjakan, dan
b. Alasan permintaan keterangan.

*

Pas»l 39

Usul sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 cleh Pimpinan DPRD

disampaikan pada rapat paripurna DPRD.

Dalamn Rapat Paripurna DPRD sebagimuana dimaksud ayat (1] para

pengusul diberi kesempatan menyampaikan penjelasan lisan atas usul

permintaan keterangan tersebut,

Pemibicaraan mengenat usul meminta keterangan dilakukan dengan

memberi kesempatan kepada:

a. Anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan melalui Fraksi;
dan

b. Para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para Anggota
DPRD.

Keputusan persetujuan atau penolakan terhadap usul permintaan

keterangan kepada Walikota ditetapkan dalam Rapat Paripurna.

Usul permintaan keterangan DPRD sebelum memperoleh keputusan, para

pengusul berhak mengajukan perubahan atau menarik kembali usulnya.

Usul sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 menjadi hak interpelasi

DPRD apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPRD yang

dihadiri lebih dari % (satu perdua) jumlah Anggota DPRD dan putusan

diambil dengan persetujuan lebih dari % (satu perdua ) jumlah anggota

DFRD yang hadir.

Pasal 40
Walikota dapat hadir untuk memberikan penjelasan tertulis terhadap

permintaan keterangan Anggeta DPFRD sebagaimana dimaksud dalam
pasal 39, dalam Rapat Paripurna DPRD.
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Apabila Walikota tidak dapat hadir untuk memberikan penjelasan tertulis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota menugaskan pejabat
terkait untuk mewakilinya.

Setiap Anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan atas penjelasan
tertulis Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1}.

Terhadap penjelasan tertulis Walikota scbagaimana dimaksud pada avat
(2}, DPRD dapat menyatakan pendapatnya.

Pernyataan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan
secara resmi oleh DPRD kepada Walikota,

Pernyataan pendapat DPRD atas peajelasan tertulis Walikota sebagaimana
dimaksud pada ayar (5), dijadikan bahan untul DPRD dalam pelaksanaan
fungsi pengawasan dan untuk Walikota dijadikan bahan dalam penetapan

pelaksanaan kebijakan

Bagian ketiga
Hal Angket

Pasal 41

Hak angket sebagaimana dalam pasal 36 huruf b diusulkan oleh paling

sedikit 7 (tujuh) Angeota DPRD dan lebih dari 1 (saiwu) fraksi,

Usul sebagaimana dimalksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pimpinan

DPRD, yang ditandatangani oleh para pengusul dan diberikan Nomor

pokok oleh Sekretariat DPRD.

Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang

memuat sekurang-kurangnya :

a. materi yang berkaitan dengan kebijjakan Walikota vang penting dan
strategis serta berdampak luas pada kehidupan Masyarakat, Daerah,
dan Negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan Peraturan
Perundang-Undangan; dan

b. Alasan penvelidikan.
Pasal 42

Pembicaraan mengenai usul penggunaan hak angket, dilakukan dengan
memberikan kesempatan kepada Anggota DPRD lainnya untuk
memberikan pandangan melalui  fraksi dan selanjutnya pengusul

memberikan jawaban atas pandangan Anggota DFRD.
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Keputusan atas usul melakukan penyelidikan terhadap WaliKota dapat
disetujui atau ditolak. ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD.

Usul melakukan penyelidikan sebelum memperoleh keputusan DPRD,
pengusul berhak menarik kembali usulnya.

Apabila usul melakukan penyelidikan disetuiui sebagai permintaan
penyelidikan, maka DPRD menyatakan pendapat untuk melakukan
penyelidikan dan menyvampaikannyva secara resmi kepada Walikotza

Usul sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 menjadi hak angker DPRD
apabila mendapat perasetujuan dari rapat paripurna DPRD yang dihadiri
sekurang-kurangnya % (tiga perempat] dari jumlah Anggota LPRD dan
putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua

pertiga) dari jumlah Anggota DFRD yvang hadir.

Pasal 43

DPRD memutuskan menerima atau menolak usul hak angket

sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 hurub b

Dalam hai DFRD menerima usul hak angket sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), DPRD membentuk panitia angket yang terdiri atas semua unsur
fraksi DPRD dengan keputusan DPRD.

Dalam hal DPRD menolak usul hak angket sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), usul tersebut tidak dapat diajukan kembali.

Pasal 44

Panitia angket DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat (2),
dalam melakukan penyelidikan sebagaimans dimaksud dalam pasal 36
huruf b dapat memanggil pejabat pemerintah kota, badan hukum, atau
warga masyarakat di kota yang dianggap mengetahul atau patut
mengetahul masalah vang diselidilkd untuk memberikan keterangan serta
untul meminta menunjukkan sarat atau delkumen yvang berkaitan dengan
hal yang sedang diselidiki.

Pejabat pemerintak daerah, badan hukum, atau warga masyarakat yang
dipanggil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi panggilan
DPED, kecuali ada alasan vang sah menurut ketentuan peraturan

perundang-undangan.
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Dalain hal pejabat pemerintah Daerah, Badan Hukum, atau Warga
Masyarakat yang telah dipanggil dengan patut secara berturut-turut (tiga
kali] tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2],
DPRD dapat memanggil secara paksa dengan bantuan Kepolisian Negara
Republik Indonesia sesual dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Pasal 45

Apabila hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat [2)
diterima oleh DPRD dan ada indikasi tindak pidana. DPRD menyerahkan
penyelesaiannya kepada aparal penegak hukum sesuai  ketentuan
peraturan perundang-andangan.

Apabila hasil penyelidikan Walikota dan/atau Wakil WaliKota bersiatus
sebagai terdakwa, Menteri Dalam Negeri memberhentikan sementara dari
jabatannya bagl Walikota dan/atau wakil Walikota.

Apabila Walikota dan/atau wakil Walikota berdasarkan putusan
pengadilan yang telah memperoleh keicuatan hukum tetap dinyatakan
terbukti bersalah melakukan tindak pidana vang diancam pidana 3 (linaj
tahun atau lebih, Menter: Dalam Negeri memberhentikan Walikota

dan/atau wakil Walikota dari jabatannya.

Pasal 46

Panitia angket melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada rapat paripurna

DPRD paling lama 60 [euam pulih) hari sejak dibentuknya panitia angket.

{1

2

Bagian keempat

Hak Menyatakan Pendapat
Pasal 47

Hak menvatakan pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 hurufc
paline sedikit 10 {sepuluh] orang Anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu)
Fraksi.

Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pimpinan
DPRD, vang ditandatangani oleh para pengusul dan diberikan Nomer
pokok oleh Sekretariat DPRD.

(3]

(1)

@

i3]
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(7]

Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang

memuat sekurang-kurangnya :

a. materi yang berkaitan dengan kebijakan Walikota mengenai kejadian
htar biasa yang terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi
penyelesaiannya atau  sebagai  tindak lanjut pelaksanaan hak
interpelasi dan hak angket;dan

b. Materi hasil pelaksanaan hak interpelasi sebagaimana dimaksud dalam
pasal 38 avat (3} ataf hak Angket sibagaimana dimaksud dalam pasal
41 ayat (3).

Pasal 48

Usul menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud dalam pasal 47, oleh

Pimpinan DPRD disampaikan dalam Rapat DParipurna DPRD setelah

mendapat pertimbangan dan Penjadwalan dari Badan Musyawarall,

Dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para

pengusul diberi kesempatan memberikan penjelasan  atas usul

menyatakan pendapat tersebut.

Pembahasan dalam rapat paripurna DPRD mengenai usul menyatakan

pendapat dilakukan dengan memberiikan kesempatan kepada:

a. Anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan melalui fraksi;

b. Walikota untuk memberikan pendapat; dan

c. Para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para anggota dan
pendapat walikota.

Usul menyatakan pendapat sebelum memperoleh keputusan DFPRD,

pengusul berhak menarik kembali usulnya.

Rapat paripurna DPRD memutuskan menerima atau menclak usul |

menyatakan pcndapat'tersebut menjadi pendapat DFRD.

Apabila DPRD menerima usul menyatakan pendapat, keputusan DPRD

memuat :

a. Pernyataan pendapat;

b. Saran penyelesaian; dan

c¢. Peringatan.

Usul sebagaimana dimaksud pada avat (6) menjadi hak menvatakan

pendapat DPRD apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPRD

yvang dihadiri sekurang-kurangnya % (tiga perempat) dari jumlah anggota

DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/;

[dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD yvang hadir.
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Bagian Kelima
Pelaksanaan Hak Anggota
Paragral 1
Hak Mengajukan Rancargan Perda

Pasal 49

Setiap anggots DPRD mempunyai hak mengajukan Rancsngan Peraturan

Daerah.

Usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1], disampaikan kepada

Pimpinan DPRD dalam bentuk Rancangan Peraturan Daerah disertai

penjelasan/keterangan atau  Naskah Akademik secara tertulis dan

diberikan Nomer pokolk oleh Selretariat DPRD.

Usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2} uleh Pimpinan DPRD

disampaikan kepada Badan Pembentukan Perda untuk dilakukan

pengkajian.

Berdasarkan hasil penigkajizn badan pembentukan Perda Pimpinan DPRD

menvarupaikan kepada rapat Paripurna DPRD.

Dalam Rapal Paripurna, para pengusul diberi kesempatan membelikan

penjelasan atas usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada avat (2).

Pembahasan mengenal sesuatu usul prakarsa sebagaimana dimaksud

pada ayat (5) dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada:

a. Anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan; dan

b. Para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para Anggota
DFRD lainnya.

Usul prakarsa sebelum diputuskan memnjadi prakarsa DPRD para pengusul

berhak mengajulkan perubahan dan/atau mencabutnya kembali.

Rapat Paripurna DPRD memutuskan menerima atau menolak usul

prakarsa menjadi prakarsa DPRD.

Tatacara Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah atas prakarsa DPRD

mengikuti ketentuan yang berlaku dalam pembahasan rancangan

Peraturan Daerah atas prakarsa Walikota.

a7
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Paragraf 2
Hak Mengajukan Pertanyaan

Pasal 50

Setiap anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan kepada Pemerintah
Daeralh berkaitan dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD baik
secara lisan naupun tertiilis,

Jawaban terhadap pertanyaan Anggeta DPRD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1). diberikan secara lisan maupun secara tertulis dalam

tenggang waktu yang disepakati bersama.

Paragraf 3
Hak Menyampaikan Usul dan Pendapat

Pasal 51

Setiap anggota DPRD dalam rapat DPRD berhak mengajukan usul dan
pendapat baik kepada Pemerintah Daerah maupun kepada Pimpinan
DPRD.

Usul dan pendapat sebagaimana dimaksud pada avat (1), disampaikan
dengan memperhatikan tata krama, etika, moral, sopan santun, dan
kepatutan sesuai kode etik DPRD.

Paragruf 4
Hak Memilih dan Dipilih
Pasal 52

Setiap Anggota DPRD berhak untuk memilih dan dipilih menjadi angpota atau
pinupinan dari alat kelengkapan DPRD sesuail ketentuan peraturan perundang-

undangarn.
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Paragral 5
Hak Membela Diri

Pasal 53

Setiap anggota DPRD berhak membela diri terhadap dugaan pelanggaran
terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, kode Etik, dan
Peraturan Tata Terub DPRD.

Hak membela diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1] dilakukan

sebelum pengambilan keputusan oleh Badan Kehormatan DPRD.

Paragraf 6

Hak Imunitas
Pasal 54

Anggota DPRD mempunyai hak imunitas dan dil~ksanakan sesuai dengan
Undang-Undang mengenai Pemerintahan Daerah.

Anggota DPRD tidak dapat dituntut di depan pengadilan harena
pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendupat yang dikemukakannya baik
secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPRD maupun di luar rapat
DPRD vang berkaitan dengan fungsi serta tugas dan wewenang DFRD.
Anggota DPRD tidak dapat diganti antar waktu karena pernvataan,
pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakan di dalam ranat DPRD
maupun di luar rapat DPRD yang berkaitan dengan fungsi, serta tugas
dan wewenang DPRD.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal
Anggeta yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati
dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal lain yang dimaksud
dalam ketenmtuan mengenai rahasia Negara sesuai dengan ketenluan

peraturan perundang-undangan.
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Paragraf 7
Hak Mengikuti Orientasi dan

Pendalaman Tugas
Pasal 55

Anggota DPRD mempunyal hak untuk mengkuti orientasi pelaksanaan
tugas sebagal Anggota '*DPR_D pada permulaan masa jabatannye dan
mengikuti pendalaman tugas pada masa jabatannya;

Penyelenggaraan orientasi dan pendalaman tugas dapat dilakukan oleh
Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota, Sekretariat DPRD  Previnsi, Sekretariat DPRD
Kabupaten/Kota, partai politils, atau perguruan tinggi,

Pendanaan untuk pelaksanaan orieimasi dan pendalaman tugas Anggota
DPRD dibebankan pada penyelenggara;

Anggota DFRD melaporkan hasil pelaksanaan orientasi dan pendalaman
tugas sebagaimans dimaksud pada avat (1] kepada pimpinan DPRD dan

kepada pimpinan fraksinya.

Paragrafl 8
Hak Pratokoler, Keuangan dan Administratif

Pasal 56

Pimpinan dan Anggota DPRD mempunyai hak protokoler, keuangan dan
Administratif.

Halk protokoler, Keuangan, dan Administratif Pimpinan d=n Anggota
DPRD sebagaimana dimaksud pada awat (1) diatur dalam Peraturan
Walikota

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Pimpinan dan Anggota
DPRD berhak memperoleh tunjangan yang besarannya disesuaikan
dengan kemampuan Daerah.

Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain berupa
tunjangan transportast bagi Pimpinan dan Anggota DPRD.

Tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat [4) ditetapkan

dengan Peraturan Walikota.

ta
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Pengelolaan keuangan, administrasi dan tunjangan sebagaimana
dimseksud avat (1) dan ayat [3) dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD sesual

dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI
HEWAJIBAN ANGGOTA DFRD

Pasal 57

Anggota DPRD mempunyai kewajiban :

Bomomoo

-

1

(2)
(3)

. Mengamalkan Pancasila;
_ Melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945 dan menaati peraturan Perundang-Undangan;dan

Mempertahankan dan memelihara kerukunan Nasional serta keutuhan
Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Daerah;

Mendahulukan kepentingan Negara di atas kepentingan pribadi, kelompok,
dan golongan;

Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;

Menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemelntah daerah,

. Menaati tata tertib dan kode etik;
. Menjaga etika dan norma dalam hubungan keria dengan lembaga lain

dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;

Menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja
secara berkala;

Menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan

. Memherikan pertanggungiawaban secara moral dan politis kepada

konstituen di daerah pemilthannya.

Bab VII
Fraksi

Pasal 58

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD
serta hak dan kewajiban Anggota DPRD, dibentuk fraksi sebagai wadah
berhimpun Anggota DPRD.

Fraksi dibentuk oleh Partai Politik

Setiap Anggota DPRD wajib menjadi anggota salah satu fraksi.

3i
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Setiap fraksi di DPRD beranggotakan paling sedikit sama dengan jumlah
komisi di DPRD.

Partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD mencapai ketentuan
sebagaimana dimaksud ayat 3 (figa] atau lebih dapat membentuk satu
fraksi

Dalam hal partai politik vang jumlah anggotanya di DPRD mencapai
ketentuan sehagaimanﬁ dimaksud pada ayvat (3), anggotanya dapat
bergabung dengan fraksi yang ada atau membentuk fraksi gabungan.
Partai pelitik sebagaimana dimaksud avat (4) harus mendudukkan
anggota dalamn 1 (satu] fraksi.

Pembentukan fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5)
dilaporkan kepada pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam rapat
paripurna DPRD.

Fraksi yang telah diumumkan dalam rapat paripurna sebagaimana
dimaksud pada ayat (7) bersifat tetap selama masa keanggotaan DPRD.
Setlap Anggota DPRD vang telah bergabung pada salah satu fraksi tidak
diperkenankan keluar dari keanggotaan fraksinya untuk bergaoung

dengan fraksi lain selama masa keanggotaan DPRD,
Pasal 59

Dalam hal terdapat partai politik yang memiliki kursi terbanyak lebih dari
1 [satu] menentukan 2 [dua) fraksi gabungan sebagaimana dimaksud
dalam pasal 58 ayat (5), partai politik yang memperoleh jumlah suara
terbanyak dalam pemilihan umum mengambil inisiztif membentuk 2 {dua)
fraksi gabungan.

Dalam hal terdapat partai politik yang memperoleh jumlah suara
terbanyak pertama dan kedua lebih dari 1 (satu), partai politik vang
memiliki persebaran suara luas secara berjerjang mengambil inisiatil

untuk membentuk 2 (dua) fraksi gabungan.
Pasal 60

Fraksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 mempunyai sekretariat
fraksi.
Sekretariat fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas

membantu kelancaran pelaksanaan tugas fraksi.
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(3)
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(1

Untuk pelaksanaan tugas scbagaimana dimaksud pada ayat (2) disediakan
sarana dan anggaran sesuai dengan kebutuhan dan dengan

memperhatikan kemampuan APBD.

Pasal 61

Setiap Fralsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 dibantu oleh 1 (satu)

orang tenaga ahli.

Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1] paling sedikit memenuhi

persyaratan :

a. Berpendidikan paling rendah strata satu (S1) dengan pengalaman kerja
paling singkat 3 (tiga) tahun;

b. Menguasai bidang pemerintahan; dan

c. Menguasai tugas dan fungsi DPRD.
Pasal 62

Pimpinan Fraksi minimal terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris.
Pimpinan Fraksi dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan Uraksi masing-
masing.

Pimpinan Fraksi dipilih dari Anggota Fraksi yvang mendapat persetujuan
dan penunjukan dari Pimpinan Partai Pelitik yang dibuktikan dengan
surat Keputusan Pimpinan Partal Politik, disesuaikan dengan mekanisme
kebijakan Partai Politik yang bersangkutan.

Persetujuan dan penunjukan dan Pimpinan Partai Politik sebagaimana
dimaksud pada ayat (3} juga berlaku untuk pergantian Pinpinan Fraksi.
Susunan Pimpinan dan keanggotaan Fraksi sebagaimana dimaksud pada
ayat (3] serta perubahannya, disampaikan kepada Pimpinan DPRD, yang
selanjutnya diumumkan kepada seluruh Anggota DPRD dalam Rapat
Paripurna DPRD.

Pasal 63

Fralksi wajib mempublikasikan laporan kinerja tahunan yang memuat :
a, Pandangan atau sikap fraksi terhadap seluruh kebijakan yang diambil
terkait pelaksanaan fungsi pembentukan Perda, pengawasan, dan

anggaran; dan

b.Aspirasi atau pengaduan masyarakat dan tindak lanjut yang belum.
sedang, dan telah dilakukan Fraksi.
[2) Laporan kinerja Fralsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih
lanjut dalam Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD.

Fasal 64
Fraksi-Fraksi di DFRD terdiri dari:

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;

.
b. Fraksi Partai Golongan Karya;

(]

Fraksi Partai Gerakan Indonesia Rayva;

d. Fraksi Partai Demokrat;

€. Fraksi Partai Keadilan Sejahiera;
Fraksi Partai Persatuan Pembangunan;

g Fraksi Partai Amanat Nasional:

h. Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat;dan

i braksi Persatuan Nasional

Bab VII
Alat Kelengkapan DPRD
Bagian Kesatn

Umum

Pasal 65

(1) Alat kelengkapan DPRED terdini dari :

a. Pimpinan;

=2

. Badan Musyawarah,

. Komisi;

L 0O

. Badan Pembentukan Perda;

m

. Badan Anggaran;

=

Badan Kehormatan Dewan: can
g. Alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk berdasarkan
rapat paripurna.
(2) Kepemimpinan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) bersifat kolektf dan kolegial.

(3) Dalam menjalankan tugasnya, alat kelengkapan dibantu oleh sekretariat.
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Bagian Kedua
Pimpinan DPRD

Pasal 66

Pimpinan DPRD terdiri atas @ 1 (satu) crang ketua dan 3 {tiga) orang wakil.
Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat [1) berasal dari partal politik
berdasarkan urutan perolehan lkuvrsi terbanvak di DPRD.

Kctua DPRD jalah Anggota DPRD yang berasal dari partai peliik yang
memperoleh kursi terbanyak pertama di DPRD.

Walil ketua DPRD ialah anggota DPRD yang berasal dari partai politik

vang memperaleh kursi terbanvak kedua, ketiga dan keempat.
Pasal 67

Dalam hal pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 ayat
(1) belum terbentuk, DPRD dipimpin oleh pimpinan sementara DFRD,
dengan tugas pokok memimpin rapat DPRD, memfasilitasi pembentukan
Fralksi, memlasilitasi penyusunan peraturan DPRD tentang tata fertib, dan
memproses penetapan pimpman DPRD definitf.

Pimpinan sementara DPRD sebagaimana dimaksud ada ayat (1), terdiri
atas 1{satu) orang ketua dan 1 [satu) orang wakil ketua vang berasal dari 2
(dua) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua.

Dalam hal terdapat lebih dari 1 {satu] partai politik yang memperoleh
suare. terbanvak sama, ketua dan wakil ketua sementara DFRD
ditentukan secara musyawarah oleh wakil partai politk yang
bersangkutan.

Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3] tdak
inencapai kesepakatan, ketua dan wakil ketua sementara DPRD berasal
dari partai politik berdasarkan urutan peroleh suara dalam pemilihan

wmum.
Pasal b&

Partai politik vang berhak me-gisi kursi pirpinan DPRD sebagaim-na
dimaksud dalam Pasal 66 avat (1) menyampaikan 1 (satu] orang calon
pimpinan DPRD kepada pimpinan sementara DPRD untuk diumumkan
dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD sebagai calon pimpinan

DPRD.

35
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Pimpinan sementara DFRD menyampaikan nama calon pimpinan DPRD

kepada gubernur melalui Walikota untuk diresmikan pengangkatannya.
Pasal 59

Pimpinan DPRD sebagaiman.a dimaksud dalam Pasal 65, sebelum
memongku jabatannya mengucapkan sumpah / janji di gedung DPRD
setempal yang dipandu u*leh Ketua Pengadilan Negeri.

Dalam hal pengucapan sumpah/janji di gedung DPRD setempat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena alasan tertentu tidak dapat
dilaksanakan, pengucapan sumpah/janji pimpinan DPRD  dapat
dilaksanakan di tempat lain.

Dalam hal Ketua Fengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berhalangan, pengucapan sumpah/janji pimpinan DPRD dipandu oleh
Wakil Ketua Pengadilan Negeri.

Dalam hal Wakil Ketua Pengadilan Negeri sebapaimana dimaksud pada
ayat (3) berhalangan, pengucapan sumpah/janji pimpinan DPRD dipandu
olen hakim senior pada Pengadilan Negeri yang ditunjuk oleh ketua

Pengadilan Negeri.
Pasal 70

Pimpinan DPRD mempunyal tugas:

a. memimpin sidang DPRD dan menyimpulkan hasil sidang untuk
diambil kepuiusan;

b. menyusun rencana kerja pimpinan dan mengadakan nembagian keria
antara Ketua dan Walkil ketua;

. melakukan koordinasi dalam upaya mensinergikan pelaksanaan
agenda dan materi kegiatan dari alat telengkapan DPRD;

d. menjadi juru bicara DPRI};

e. melaksanakan dan memasyarakatkan keputusan DPRD;

I. mewakili DPRD dalam herhubungan dengan lembaga/instansi lainnya;

g. mengadakan  konsultasi dengan  Walikota dan  pimpinan
lembaga/instansi vertikal lainnya sesus’ dengan keputusan DPRD,

h. mewakili DPRD di Pengadilan;

i. Melaksanakan keputusan DFRD: berkenaan dengan penetapan sanksi
atau rehabilitas: anggota sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan;
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]. meavusun rencana anggaran DPRD bersama sekretariat DPRD yang
pengesahannya dilakukan dalam rapat paripurna; dan
k. menyampaikan laporan kinerja pimpinan DPRD dalam rapat paripurna
DPRD vang khusus diadakan untulk itu.
Dalam hal salah seorang Pimpinan DPRD berhalangan sementara kurang
dari 30 (tiga puluh) hari, Pimpinan DPRD mengadakan musyawarah untuk
menentukan salah satu pimpinan DFRD untuk melaksanakan tugas
Pimpinan DPRD yang berhalangan sementara sampai dercan pimpinan
yvang bersangkutan dapat melaksanakan tugas kembali.
Dalam hal salah seorang Pimpinan DPRD berhalangan sementara lebih
dari 30 (tiga puluh) hari, partei politik asal Pimpinan DPRD yang
berhalangan sementara mengusulkan kepada Pimpinan DPRD salah
seorang anggota DPRD vang berasal dari partai politie tersebut untuk
melaksanakan tugas Pimpinan DPRD yang berhalangan sementara.

Pasal 71

Masa jabatan Pimpinan DPRD terhitung -sejale tanggal pengucapan

sumpah/janji Pimpinan dar berakhir bersamaan dengan berakhirnya

masa jabatan keanggotaan DPRD.

Funpinan DPRD herhenti dari jabatannya sebelum berakhir masa

jabatannya karena :

a. meninggal dunia;

b. mengundurkan diri sebagai Pimpinan DPRD;

¢. diberhentikan sebagai anggeta 0OPRD sesuai dengan  ketentuan
peraturan perundang-undangan; dan atan

d. diberhentikan sebagai Pimpinan DPRD;

Pimpinan DPRD diberhentikan dan jabatannya sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf d apabila yang bersangkutan.

e. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRD berdasarkan
keputusan Badan Kehormatan Dewan; dan atau

{. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketsntuan peraturan
perundang-undangan.

Dalam hal salah seorang Pimpinan DPRD berhenti dari jabatannya

sebagaimana dimaksud pada avat (2), anggota Pimpinan lainnya

menetapkan salah seorang di antara Pimpinan untuk melaksanalkan tugas

Pimpinan yang berhenti sampai dengan ditetapkannya Pimpinan pengganti

vang definitif,

a7
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(1]

(2]

(3]

(1)

(2]

(2)

Dalam hal ketua dan para wakil ketua berhenti secara bersamaan, tugas
Pimpinan DFRD dilaksanakan oleh Pimpinan sementara yang dibentuk

sesual ketentuan dalam Pasal 67.
Pasal 72

Usul pemberhentian pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal
70 ayat (3) dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD oleh pimpinan DPRD
lainnya.

Pemberhentian pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada avat (1)
ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD.

Pemberhentian pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan dengan keputusan DPRD,

Pasal 73

Keputusan DPRD tfentang pemberhentian Pimpinan DPRD, disampaikan
olei1 Pimpinan DPRD kepada Gubernur melalui Walikota untuk peresmian
pemberhentiannya.

Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan
Berita Acara rapat Paripurna DPRD sebagaimana dimaksud dalam- Pasal
72 ayat (2).

Pasal 74

Penggant: Pmmpinan DPRD yang berhenti sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 72 berasal dari partai politik vang sama dengan Pimpinan DPRD
yang berhenti.

Calon pengganti Pimpinan DPRD yang berhenti diusulkan oleh Pimpinan
partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk diumumkan
dalam rapat paripurna DPRD dan ditetapkan dengan keputusan DPRD.
Pimpinan DPRD mengusulkan peresmian pengangkatan calon pengganti
Pimpinan DFRD kepada Gubernur melalui Walikota.

3a
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(3]

{1)

Bagian Ketiga
Badan Musyawarah

Pasal 75

Badan Musvawarah merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat
tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan
DPRD.

Badan Musyawarah terdin  atas unsur-unsur fraksi  berdasarkan
perimbangan jumlah anggoia dau paling banvak 1/2 (setengah) dan
jumlah anggota DPRD.

Susunan keangegotaan Badan Musyawarah ditetapkan dalam rapat
paripurna setelah terbentuknyva Pimpinan DPRD, komisi, Badan Anggaran,
dan fraksi.

Ketua dan wakil ketua DPRD karena jabatannya adalah Pimpinan Badan
Musvawarah merangkap anggota.

Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah sekretaris Badan Musyawarah

dan bukan sebagai anggota.

Pasal 76

Badan Musyawarah mempunyal tugas:

a. Menetapkan agenda DPRD untuk | [satu] tahun sidang, 1 [satu) masa
persidangan, atau sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu
penyelesaian suatu masalah, dan jangka wakiu penyelesaian
rancangan peraturan daerah, dengan tidak mengurangi kewenangan
rapat paripurna untuk mengubahnya;

b, memberikan pendapat kepada wimpinan DPRD dalam menentukan
garis kebijakan yang menvangkut pelaksanzan tugas dan wewenang
DPFRD;

¢. meminta danfatau memberikan kesempatan kepada alat keiengkapan
DPRD yang lam untuk memberikan keterangan/penjelasan mengenal
pelaksanaan tugas masing-masing,

d. menetapkan jadwal acara rapat DPRD,

e memberi saran/pendapat untuk memperlancar kegiatan,

[ merekomendasikan pembentukan panitia khusus; dan

g, melaksanakan tugas lain yang diserahkan oleh rapat paripurna kepada

Badan Musvawarah.

{2}

(1)

2)

(7

{8}

{9

(1)

Setap anggota Badan Musyawarah wajib:

a. mengadakan konsultasi dengan fraksi sebelum mengikuti rapat Badan
Musvawarah; dan

b. menvampaikan pokok-pokok hasil rapat Badan Musyawarah kepada

fraksi.

Bagian Keempat
&

Komisi

Pasal 77

Komisi merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan
diberituk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan OPRD.

Setiap anggota DPRD kecuali pimpinan DPRD, wajib menjadi anggota
salah satu komisi.

Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) verjumlah 4 (empat] komisi.
Jumlah anggota setiap komisi sebagaimeana dimaksud pada ayat (3)
diupavakan sama.

Ketua, wakil ketua, dan sekretaris komist dipilin dari dan oleh anggota
komisi dan dilaporkan dalam rapal paripurna DPRD,

Penempatan Anggota DPRD dalam komisi dan perpindahannya ke komisi
lain didasarkan atas usul fraksi dan dapat dilakukan setiap awal tahun
anggaran.

Keanggotaan dalam komisi diputuskan dalam rapat Paripurna DPRD atas
usul fraksi pada awal tahun anggaran.

Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan sekretarid komisi ditetapkan paling
lama 2 1/2 (dua setengah) tahun.

Anggota DPRD pengganti antarwaltu menduduki tempat anggota komisi

yvang digantikan.

Pasal 78

Komisi mempunyai tugas:

a. mengupavakan terlaksar=anya kewajiban daerah sesuai densan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. melakukan pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah dan

rancangan keputusan DPRD;

a0
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melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan
APBD sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;

membantu pimpinan DPRD untuk mengupayakan penyelesaian
masalalh yang disarmpalkan oleh walikota dan/atau masvarakat
kepada DPRD;

menerima, menampung dan membahas serta menindak lanjuti
aspirasi masyarakat;

memperhatikan upava penimgkawan kesejahtzraan rakyat di daerah;
melakukan kunjungan kerja komisi vang bersangkutan atas
persetujuan pimpinan DFRD;

mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat;

mengajukan usul kepada pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang
lingkup bidang tugas masing-masing komisi; dan

memberikan laporan tertulis kepada pimpiran DPRD tentang hasil

pelaksanaan tugas komisi.

Komisi-komisi dalam DPRD terdir dari :

a.
b.
c.
d.

Komisi "1" : Bidang Pouerintahan dan Hukum;
Komisi "2" : Bidang Kesejahteraan Rakyat;
Komisi "3" : Bidang Keuangen dan Perekkonomian;dan

Komisi "4" . Bidang Pembangunarn.

Pembagian mitra Kerja sebagaimana avat (2] diatas disesuaikan dengan

bidang dan unit organisasi yang ada di Pemerintahan Kota Medan dan

instansi vertikal:

a. Komisi 1, bidang pemerintahan dan Hukum meliputi ;

- Sekretaris Daerah Kota Medan_

- Asisten Umum,

- Asisten Pemerintahan dan Sosial.

- BAPPEDA.

- Sekretaris DPRED Kota Medan.

- Inspektorat,
Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Medan.

- Satuan Pelisi Pamong Praja.

- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

- Dinas Komunikasi dan Informatika.

- Badan Kepepawaian Daerah dan Pengembangan SumberDaya
Manusia.

- Baidan Penelitian dan Pengembangan.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik,

a
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- Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Badan Pertanahan Nasional.
- lmigrasi.
- Organisasi Kemasyarakatan.
- Badan Usaha Milik Negara.
- TNI, Hankam dan Kepolisian,
- KPUD dan®Bawaslu.
- Kejaksanan dan Kehakiman.
-  Kecamatan.
- Kelurahan.
Dan lembaga lain yang dianggap mitra kerja oleh pimpinan DPRD

b. Komis: 2, bidang Kesejahteraan Rakyat meliputi ;

Asisten Umum.

- Asisten Pemerintahan dan Sosial.

- BAFPPEDA.

- Dinas Kesehatan.

- Dinas Pendidikan.

- Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan
Pemberdayaan Masvarakat.

- Dinas Ketahanan Pangan.

- Dinas Lingkungan Hidup.

- Dinas Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana.

- Dinas Pemuda dan Olahraga.

- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

- Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

- Rumah Sukit Umum Daerah Dr.Pringadi.
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

- Dinas Tenaga Kerja.

- Dinas Sosial.

- DBagian Sosial dan Pendidikan Sekretariat Daerah Kota Medan.

- Bagian Keagamaan Sekretariat Daerah Kota Medan.

- BPJS Kesehatan .

- BPJS Ketenagakerjaan.

- HKementerian Agama,

- Dan lembaga lain vang dianggap mitra kerja oleh pimpinan DPRD.
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¢ Komisi 3, Bidang Keuangan dan Perekonomian meliputi ;

- Asisten Umum

- Asisten Ekonomi dan Pembangunan.

- BAPPFDA.

- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu pintu.

- Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

- Dinas Perindustrian.

- Dinas Perdagangan.

- Dinas Pariwisata.

- Dinas Kebudavaan

- Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

- Badan Pengelola Pajak dan Retriousi Daerah.

. Badan Usaha Milik Daerah terdiri dari PD. Pasar, FDE.
Pembangunan, PD. Rumah Potung Hewan
Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kota Medan.
Dan lembaga lain yang dianggap mitra kerja oleh pimpinan DPRD.

d. Komisi 4, bidang Pembangunan meliputi ;
Asisten Umum,
- Asisten Ekonomi dan Pembangunan
- BAFPEDA.
Dinas Pekerjaan Umum
Dinas Perumahan,Kawasan Pemukiman dan Penataan Ruang.
- Dinas Perhubungan.
- Dinas Pertanian dan Perikanan.
Dinas Pencegah dan Pemadam Kebakaran.
Dinas Kebersihan dan Pertamanan.
- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerab,
Dan lembaga lain yang dianggap mitra kerja oleh pimpinan DPRD .

(3) Dalam hal dianggap perlu untuk mencapai dava guna dan hasil guna

dalam menjalankan tugas DPkD, Komisi-komisi dapat melaekukan rapat
keija dengan Dinas/Badan/Kantor secara bersamaan dalam bentuk repat

gabungan komisi.

a3

Bagian Kelima
Badan Pembentukan Perda

FPasal 79

Badan Pembentukan Perda merupakan alat kelengkapan DPRD vang bersifat

tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD.

(1)

2]

(4]

(1

2

(3

(4]

#
Pasal 80

Susunan dan keanggotaan badan pembentukan Perda dibentuk pada
permulaan masa keanggotaan DPRD dan permulaan tahun sidang.
Jumlah anggota badan pembentukan Perda ditetapkan dalam rapat
paripurna menurut perimbangan dan pemerataan jumlah anggota komisi.
Jumlah anggeta badan pembentukan Perda setara dengan jumlah anggota
satu komisi di DPRD vang bersangkutan.

Anggota badan pembentukan Ferda diusulkan masing-masing Taksi.
Pasal 81

Pimpinan badan pembentukan Perda terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan
1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh angpota badan
pembentukan Perda berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
Sekretaris  DPRD  karena  jabatannyva adalah  sekretaris  badan
pembentukan Perda bukan anggota.
Masa jabatan pimpinan badan pembentukan Peida paling lama 2 /s (dua
setengah) tahun.
Masa keanggolaan badan pembentukan Perda dapatl digant pada setap
tahun anggaran.

Pasal 82

Badan Pembentukan Perda bertugas:

(n

(2)

menyusun rancangan program pembentukan Perda yang memuat daftar
urutan dan prioritas cancangan peraturan daerah beserta alasannva
untulk setiap tahun anggaran di ingkungan DPRD.

koordinasi untuk penyusunan program pembentukan Perda antara DPRED

dan pemenntah daerah,



(3]

{4)

(5

(6

6

menyiapkan rancangan peraturan daerah usul DPRD  berdasarkan
program prioritas yang telah ditetapkan.

melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi
rancangan peraturan daeran yang diajukan anggota, komisi dan/atau
gabungan komisi sebelum rancangan peraturan daerah lersebut
disampaikan kepada pimpinan DPRD.

memberikan pertimbangan terhadap rancangan peraturan daerah yang
diajukan oleh anggota, komisi dan/atau gabungan komisi, di luar prioritas
rancangan peraturan daerah tahun berjalan atau di luar rancangan
peraturan daerah yang terdaftar dalam program pembentukan Perda.
mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembabasan
materi muatan rancangan peraturan daerah melalui koordinasi dengan
komisi dan/atau panitia khusus.

memberikan masukan kepada Fimpinan DPRD atas rancangan peraturan
dzerah yang ditugaskan oleh Badan Musyawarah, dan

membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggetaan DPRD baik yang
sudah maupun yang belum terselesaikan untuk dapat digunakan secbagai

bahan oleh komisi pada masa keanggotaan berikutnya.

Bagian Keenam

Badan Anggaran
Pasal 83

Badan Angsaran merupaken alat kelengkapan DFRD yanrg bersifat tetap
dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.
Anggota Badan Anggaran diusulkan oleh masing-masing fraksi dengan
mempertimbangkan keanggotaannya dalam tap-iiap komisi dan paling
banyak 1/2 (setengah) dari jumlah anggota DPRD.

Ketua dan wakil ketua DPRD karena jabatannya adalah pimpinan Badan
Anggaran merangkap anggota.

Susunan keanggotaan, ketua, dan wakil ketua Badan Anggaran ditetapkan
dalam rapat paripurna.

Sekretaris DPRD harena jabatannya adalah sekretaris Bada: Anggaran
dan bukan sebagéi anggota.

Penempatan anggota DPRD dalam Badan Anggaran dan perpindahannya
ke alat kelengkapan DPRD lainnya didasarkan atas usul fraksi dan dapat

dilakukan setiap awal tahun anggaran.
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Pasal 84

Badan Anggaran mempunyvai tugas:

(1)

(2]

(3

{4}

(2)

(3

(4

memberikan saran dan pendapat berupa pokol-pokok pikiran DPRD
kepada Walikota dalam mempersiapkan Rancangan Anggaran Pendapatan
dan Belanja daerah paling lambat 5 (lima} bulan sebelum ditetapkannya
APBD.

melakukan kunsultas: _\,-‘img dapat drwakilt oleh anggotanya kepada komisi
terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan
rancangan kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran
sementara.

memberikan saran dan pendapat kepada Walikota dalam mempersiapkan
rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan rancangan
peraturan daerah tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD.
melakukan pocnyempurnaan rancangan peraturan dacrah tentang APBD
dan rancangan peraturan daerah tentang pertanggung jawaban
pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi Gubernur hersama tim
anggaran pemerintah daerah, melaknukan pembahasan bersama  tim
anggaran pemerintah daerah terhadap rancangan kebijakan umum APED
serta rancangan prioritas dan plafon  anggaran sementara  yang
disampaikan oleh walikota,dan

memberikan saran kepada Pimpinan DPRD dalam penyusunan anggaran

belanja DPRD.

Bagian Ketujuh

Badan Kehormatan
Pasal 85

Badan Kehormatan dibentuk oleh DPRD dan merupakan alat kelengkapan
DPRED yang bersifat tetap.

Pembentukan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan keputusan DPRD.

Anggota Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada avat (1} dipilih
dari dan oleh anggota DPFRD vang berjumlah 5 (lima) orang;

Pimpinan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdir
atas 1 [satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua vang dipilih dari

dan oleh anggota Badan Kehormatan.

46



(5)

(6]

{7
()

9

(1)

@

Anggota Badan Kehormatan sehagaimana dimaksud pada ayat (1}, dipilih
dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD berdasarkan usul dari
masing-masing fraksi.

Untuk memilih anggota Budan Xehormatan, masing-masing fraksi berhak
mengusulkan 1 [satu] orang calon anggota Badan Kehormatan.

Masa tugas anggota Badan Kehormatan 1 (satu] tahun.

Anggota DPRD pengganti antarwaktu menduduki tempat anggota Badan
Kehurmatan yang digantikar.

Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh

sekretariat vang secara fungsional dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD.

Pasal 86

Badan Kehormatan mempunyai tugas:

a. memantau dan mengevaluasi disiplin dan/atau kepatuhan terhadap
moral, kode etik, dan/atau peraturan tata tertib DPRD dalam rangka
menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD;

b. meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap
peraturan tata tertib dan/atau kode etik DPRD;

¢. melakukan penyelidikan, venfikasi, dan klarifikasi atas petgaduan
pimpinan DPRD, anggota DPRD, dan/atau masyarakat, dan

d. melaporkan keputusan Badan Kehermatan atas hasil penyelidikan,
verifiliasi, dan klarifikasi sebagaimara dimaksud pada huruf ¢ kepada
rapat paripurna DFRD;

Dalam melaksanakan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Badan Kehormatan dapat meminta bantuan dari

ahli independen.

Pasal 87

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 Badan

Kehormatan berwenang.

a.

memanggil anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran kode etik
dan/atau peraturan tata tertib DPRD untuk memberikan klanfikasi atau

pembelaan atas pengaduar dugaan pelanggaran yang dilakukan;

meminta keterangan pengadu, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang

terkait, termasuk untuk meminta dokumen atau bukiti lain;dan

a7
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(1)

(2)

4

{1

{2

(3]

{4

menjatuhkan sanksi kepada anggota DPRD vang terbukti melanggar kode

etik dan/atau peraturan tata tertib DPRD,
Pasal 38

Badan Kehormatan menjatuhkan sanks: kepada anggota DPRD vang

terbukti melanggar kode etik dan/atau peraturan tata tertib DPRD

berdasarkan hasil pcn’§'clidi'kan, verifikasi dan klarifikasi oleh Badan

Kehormatan

Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1} dapat berupa;

a. teguran lisan;

b. teguran tertulis;

c. pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRED; dan atau

d. pemberhentian scbagai anggota DPRD  sesuai dengan Lketentuan
peraturan perundang undangan.

Keputusan Badan Kehormatan mengenai penjatuhan sanksi berupa

teguran lisan, teguran tertulis, atau pembernentian sebagai pimpinan alat

kelengkapan DPRD disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada auggota

DPRD yang bersanghkutan, pimpinan fraksi, dan pimpinan partai politik

yang bersangkutan,

Keputusan Badan Kehormatan mengenai penjatuhan sanksi berupa

pemberhentian sebagal anggota DPRD diproses sesual dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.
Pasal 89

Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf c
disampailkan secara tertulis kepada pimpinan DPRD disertai identitas
pengadu yang jelas dengan tembusan kepada Badan Kehormatan.
Pimpinan DPRD wajib menyampaikan pengaduan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1] kepada Badan Kehormatan paling lama 7 (tujuh) hari kerja
terhitung sejak tanggal pengaduan diterima.

Apabila dalam jangka waklu sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
pimpinan DPRD tidak menyampaikan pengaduan kepada Badan
Kehormatan, Badan Kehormatan menindaklanjuti pengaduan tersebut.
Dalam hal Anggota DPRD diduga tersangkut masalah hukum maka proses

pemeriksaaan oleh aparat penegak hukum harus terlebih dahulu



(3)

(1)

(2)

(3)

(4]

(1)

(2]

(31

{4

mendapat rekomendasi dari Badan Kehormatan Dewan dan persetujuarn
dari Pimpinan DPRD.

Dalam hal pengaduan tidak disertai dengan identitas pengadu vang jelas,
pimpinan DPRD tidak meneruskar pengaduan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) kepada Badan Kehormatan.
Pacal 90

Setelah menerima pengaduan sebagaimana dimalksud dalam Pasal 86 ayat
{1) huruf ¢, Badan Kehormatan melakukan penyelidikan, verifikasi, dan
klarifikasi,

Penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1] dilakukan dengan cara meminta keterangan dan penjelasan kepada
pengadu, saksi, teradu, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait, dan/atau
memverifikasi dokumen atau bukti lain yang teikait.

iasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi Badan Kehormatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam herita acara
penvelidikan, verifikasi dan klarifilkasi:

Pimpinan DPRD danjatau Badan Kehormatan menjamin kerahasiaan

hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud

avat(3).
Pasal 91

Dalam hal hasil penyelidikan, verifikasi dan llarifikasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2] menyatakan bahwa teradu terbukti
Lersalah, Badan Kehormatan menjatubkan sanksi sesual dengan tingkat
kesalahannya.

Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan
keputusan Badan Kehormatan dan dilaporkan kepada rapat paripurna
DPRD.

Dalam hal keputusan Badan Kehormatar sebapaimana dimaksud pada
ayat (2) menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian sebagai anggola
DPRD, pimpinan DPRD menyampaikan keputusan fersebul kepada
pimpinan partai politik yang bersangkutan.

Pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam
jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak keputusan Badan
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(5)

()

{1)

(2]

Kehormatan diterima, menyampaikan keputusan dan usul pemberhentian
anggotanya kepada pimpinan DPRD.

Dalam hal pimpinan partai politik tidak menyampaikan keputusan dan
usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pimpinan
DPRD menyampaikan wusul pemberhentian anggota DPRD  tersebut
berdasarkan keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3} kepada Gubemur melalui Walikota.

Gubernur meresmikan hemberhentian anggota DPRD berdasarkan usul

pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Bagian Kedelapan
Alat Kelengkapan Lain

Pasal 92

Dalam hal diperlukan, DPRD daprat membentuk alat kelengkapan lain
berupa panitia khusus.

Panitia khusus sehagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan alat
kelengkapan DPRD vang Lersifat tidak tetap.

Panitia khusus sebagaimana dimaksud pada avat (!) dibentulk dalam
rapat paripurna DPRD atas usul anggota setelah mendengar pertimbangan
Badan Musyawarah.

Pembentukan panitia khusus sebagaimana dimaksud pada avat (3)
ditetapkan dengan keputusan DPRD.

Jumlah anggota panitia khusus paling banyak 15 (lma belas} orang

sebagaimana dimaksud pada ayat (3] ditetapkan dengan

- mempertimbangkan jumlah anggota setiap komisi yang terkait dan

(®)

{7

&l

disesuaikan dengan program /kegiatan serta kemampuan anggaran DPRD.
Anggota panitia khusus sebagaimana dimaksud pada avat (5), teidin atas
anggota komisi terkait vang diusulkan oleh masing-masing {raksi,

Ketua dan wékil ketua panitia khusus dipilih dari dan oleh anggota panitia
khusus.

Panitia khusus dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh sekretariat
DPRD.

Masa Kerja Panitia Khusus ;

a. paling lama 6 {enam) bulan untuk tugas pembentukan Perda;

b. paling lama 3 (tiga | bulan untuk tugas selain pembentukan Perda;

c. dapat diperpanjang melalui rapat parpurna ;
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(2]

(3]

(4]

5

(6]

(7

(8]

©l

d. perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada huruf c atas

permintaan Alat kelengkapan atau Pansus .

BAB IX
PERSIDANGAN, RAPAT DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Bagian Kesatu

Persidangan
Pasal 93

Pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD, tahun sidang DPRD dimulai
pada saat pengucapan sumpak/janji anggota DPRD.

Tahun sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tga)
masa persidangan.

Masa persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi masa
sidang dan masa reses, kecuali pada persidangan terakhir daii satu
periode keanggotaan DPRD dilakukan tanpa masa reses.

Masa reses schagaimana dimaksud pada ayat (3] dilaksanakan paling
lama 6 (enam) hari kerja dalam 1 {satu) kali reses.

Masa reses dipergunakan oleh anggota DPRD secara persecrangan afau
kelompok untuk mengunjungi daerah pemilihannya guna menyerap
aspirasi masyarakat,

Aspirasi masyarakat vang diserap melalui reses Anggota DPRD agar
ditindaklanjuti oleh Walikota dengan menampung dalam APBD dan
P.APBD sesuai skala prieritas dan kemampuan keuangan daerah;

Bahwa polok-pokok pikiran para Anggota DPRE Kota Medan dapat
ditampnng dan disampaikan dalam raj)at Paripurna DPRD Kota Medan
untuk dijadikan program Kegiatan pada RAPBD dan R.F.APBD Kota
Medan,

Anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok wajib membuat
laporan tertulis atas hasil pelaksanaan tugasnya pada masa reses
sebagaimana dimaksud pada ayat (5), yang disampaikan kepada pimpinan
DPRD dalam rapat paripuriia.

Kegiatan dan jadwal acara reses dilaksanakan dengan memperhatikan

jadwal pembahasan R APBD dan P.APBD;
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(10) Jadwal dan kepiatan acara selama masa reses sebagaimana dimaksud

pada ayat (4], ditetapkan oleh Pimpinan DPRD setelah mendengar

pertimbangan Badan Musyawarah.

(11} Penyelenggaraan Reses difasiliasi cleh Sekretariat DPRD dalam bentuk

(1]

2

(%

(5)

kegiatan dan perjalanan dinas.

Bagian Kedua
4 Rapat

Pasal 94

Jenis Rapat DPRD terdiri atas:
a. Rapat paripurna;

o

. rapat paripurna istimewa;
. rapat pimpinan DPRD;
. rapat iraksi;

. rapat konsultasi;

o T 5 B = S

rapat Badan Musyawarah;

. rapat komisi;

o e

. rapat gabungan komisi;

e

rapat Badan Anggaran,

rapat Badan Pembentukan Perda;

w

. rapat Badan Kehormatan;

. rapat panitia khusus;

m. rapat kerja;

n. Rapat dengar pendapat; dan

0. rapat dengar pendapat umumn,

Rapat paripurna merupakan forum rapat tertinggi anggota DPRD dalam
pongambilan keputusan yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.
Rapct paripurna istimewa merupakan rapat anggota DPRD vang dipimpin
oleh ketua atau wakil ketua untuk melaksanakan acara tertentu dan tidak
mengambil keputusan.

Rapat pimpinan DPRD merupakan rapat para anggota pimpinan DPRD
var s dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD

Rapat fraksi adalah rapat anggota fraksi vang dipimpin eleh pimpinan
fraksi.



(6) Rapat konsultasi adalah rapat antara pimpinan DPRD dengan pimpinan
fraksi dan pimpinan alat kelengkapan DPRD yang dipimpin oleh pimpinan
DPRD dan dilaksanakan paling sedikit 2 {dua| kali dalam 1 (satu] bulan.

(7) Rapat Badan Musyawarah merupakan rapal anggota Badan Musyawarah
vang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Musyawarah.

{8) Rapat komisi merupakan rapat anggota komisi yang dipimpin oleh ketua
atau wakil ketua komisi,

(%) Rapat gabungan komisi merupakan rapat antarkomisi yang dipimpin oleh
ketua atau wakil ketua DPRD.

(10) Rapat Badan Anggaran merupakan rapat anggota Badan Anggaran yang
dipimpin oleh ketua atau walkil ketua Badan Anggaran.

(11) Rapat badan pembentukan Perda merupakan rapat anggota badan
pembentukan Perda yang dipimpin oleh ketna atau wakil ketua badan
pembentukan Perda.

(12) Rapat Badan Kehormatan merupagan rapat anggota Badan Kehormatan
yang dipimpin oleh ketua aiau wakil ketua Badan Kehormatan.

(13] Rapat panitia khusus merupakan rapat anggota panitia khusus yang
dipimpin oleh ketua atau wakil ketua panitia khusus.

{14} Rapat kerja merupakan rapat aniara DPRD dan walikota atau pejabat
vang ditunjuk atau antara Badan Anggaran, womisi, gabungan komisi,
atau panitia khusus dan walikota atau pejabat yang ditunjulc.

{15} Rapat dengar pendapat merupakan rapat antara DPRD dan pemerintah
daerah.

(16) Rapat dengar pendapat umum merupakan rapat antara DPRD dan
masyarakat  baik lembaga/orgenisasi  kemasyarakalan  maupun
perorangan atau antara komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus
dan masyarckat baik lembaga/organisasi kemasyarakatan maupun

perorangarl.
Pasal 95

(1) Rapat paripurna DPRD diadakan secara berkala paling sedikit 6 (enam)
kali dalam 1 (satu) tahun masa sidang,

[2) Rapa. paripurna sclain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilaksanakan atas usul :
a. Walikota;
b. pimpinan alat kelengkapan DPRD; dan atau
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c. anggota dengan jumlah paling sedikit 1/5 (satu perlima) dan jumlah
anggota DPRD vang mencerminkan lebih dari 1 (satu) fralksi.

{3) Rapat paripurna DPRD diselenggarakan atas undangan ketua atau wakil

ketua DPRD berdasarkan jadwal rapat yang telah ditetapkan oleh Badan

Musyawarah,

Pasal 96
Al
{1} Easil rapat paripurna DPRD ditnangkan dalam bentuk peraturan atau
keputusan DPRD.
{2} Hasil rapat pimpinan DPRD ditetapkan dalam keputusan pimpinan DPRD.
{3} Peraturan atau keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayvat (1)
dan keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada avat (2)
tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan ketentuan
peraturan perundangundangan.
(4] Peraturan atau kepurusan DPRD dilaporkan kepada Gubernur, paling

lama (tiga puluh) hari setelah ditetapkan,
Pasal 97

Semua rapat di DPRD pada dasarnya bersifat terbuka, kecuali rapat tertentu

yvang dinyatakan tertutup.
Pasal 98

{1} Rapat DPRD vang bersifat terbuka meliputi rapat paripuma DFPRD, rapat
paripurna ‘stimewa, dan rapat dengar pendapat umum.

(2] Rapat DPRD yang bersifat tertutup meliputi rapat pimpinan DPRD, rapat
konsultasi, rapat Badan Musvawarah, rapat Badan Anggaran, dan rapat
Badan Kehormatan.

(3] Rapat DPRD yvang bersifat terbuka dan dapat dinyatakan tertutup meliputi
rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat panitia khusus, rapat Badan

pembentukan Perda, rapat kerja, dan rapat dengar pendapat.
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Pasal 99

Rapat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (3} dinyatakan

tertutup oleh pimpinan rapat berdasarkan kesepakatan peseria rapat sesual

dengan substansi yang akan dibahas.

(1)
2)

@)

(4

(1

(2)

(1)

(2)

Pasal 100

Pembicaraan dalam rapat tertutup tidak bolch diumumkan.

Materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakar,
dilarang diumumkan oleh peserta rapat.

Setiap orang yang melihat, mendengar, atau mengetahui pembiraraan
atau materi rapat tertutup vang harus dirahasiakan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), wajib merahasiakannya.

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan
ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangar.

Pasal 101

Pimpinan rapat setelah membuka rapat memberitahukan surat masuk
dan surat keluar untuk diberitahukan kepada peserta atau untuk dibahas
dalamm  rapat, kecuali surat yang Dberkaitan dengan urusan
kerumahtanggaan DPRD.

Pada setiap rapat DPRD dibuat risalah rapat yang memuat profes dan
materi pembicaraan rapat.

Dalars hkal rapat DPRD dinyatakan ierfutup, risalah rapat wajib
disampaikan oleh pimpinan rapat kepada pimpinan DPRD, kecuali rapat

tertutup vang dipimpin langsung oleh pimpiran DPRD.
Pasal 102

Hari dan jam kerja -

1. Hari Senin-Kamis Pukul 09.00-12.00 WIB dan 13.00-16.00 WIB

2. Hari Jum'at Pukul 08.00-11.00 WIB dan Pukul 13.00-15.30 WIB
Apabila diperlukan sesuai dengan jadwal, dapat dilaksanakan pada malam
hari, mulai pukul 20.00 WIB - 22.00 WIB.
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(3

(1)
(2}

{1

(2)

i3

()

(1)

Penyimpangan dari wakiu rapat sebapaimana dimaksud padaayat (1) pasal

ini, ditentukan oleh rapat yang bersangkutan.
Pasal 103

Rapat DPRD dilaksanakan di gedung DPRD
Dalam hal rapat tidak dapat dilaksanakan di gedung DFPFRD karena
kebutuhan atau alasaxi‘ tertentu, rapat DPRD dapat dilaksanakan di

tempat lain yang ditentukan oleh pimpinan DPRD,
Pasal 104

Setiap anggota DPRD wajib menghadiri rapat DPRD, baik rapat paripurna
maupun rapat alat kelengkapan sesuai dengan tugas dan kewajibannya.
Anggcta DPRD yang menghadiri rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1] wajib menandatangani daftar hadir rapat.

Para undangan yang menghadin rapat DPRD, disediakan daftar hadir
rapat tersendiri.

Anggota DPRD yang hadir apabila akan meninggalkan ruangan rapat,

wajib memberitahukan kepada pimpinan rapat.

Bagian Ketiga

Pengambilan Keputusan
Pasal 105
Pengambilan keputusan dalam rapat DPRD pada dasarnva dilakukan
dengan cara musyawarah untuk mufakat.
Apabila cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tidak terpenuhi, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 106

Setiap rapat DPRD lapat mengambil keputusan apabila momeauh kuorum

secara fisik atau tidak hanya tanda tangan dalam absensi.



(h

{21

(3]

(#)

(5)

Pasal 107

Rapat paripurna memenuhi kuorum apabila :

a. dihadiri aleh sekurang- kurangnya 3/4 (tiga perempat] darl jumlah
anggota DPRD untuk mengambil persetujuan atas pelaksanaan hak
angket dan hak menyatakan pendapat serta untuk mengambil
keputusan mengenai usul pemberhentian Walikota dain/atau Wakil
Walikota,

b. dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah
anggota DPRD untuk memberhentikan piimpinan DPRD serta untuk
menetapkan peraturan daerah dan APBD; dan atan

¢. dihadiri oleh l=bih dari 1/2 (satu perdua) jumlah anggota DFRD untuk
rapat paripurna DPRD selain rapat sebagaimana dimaksud dalam a
dan b.

Keputusan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dinyatakan sah apabila.

a. disetujui ocleh sekurang-kurangnya 2/3 {dua pertiga) dari jumlah
anggota DPRD yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a;

b. disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah anggota DPRD yang
hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; dan
atau .

¢. Disetujui dengan suara terban al, untuk rapat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf ¢

Apabila kuorum sebagaimena dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi,

rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-

masing tidak lehih dari 1 [satu] jam.

Apabila pada akhir waktu penunasan rapat sebagaimana dimaksud pada

avat [3] kuorum belum juga terpenuhi, pimpinan dapaf menunda rapat

paling lama 3 (tiga) hari atau sampal waktu yang ditetapkan oleh Badan

Musyawarah.

Apahila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4], kuorum

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap

ketenituan sebag.imana dimaksud pada ayat (1) hurul a, dan huruf b

untuk pelaksanaan hak angket, hak menyatakan pendapat dan

memberhentikan pimpinan DPRD serta menetapkan peraturan daerah,
rapat tidak dapat mengambil keputusan dan rapat paripurna DPRD tidalk
dapat diulang lagi.
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(6) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada avat {4}, kuorum
sebagaimana dimaksud pada avat {1) belum juga terpenuhi, terhadap
ketentuan sebagaimana dimaksud pada avat (I} huruf b untuk
menetapkan AFPBD, rapat tidak dapat mengambil keputusan dan
penyelesaiannya diserahkan kepada gubernur.

[7) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4], kuorum
sebagaimana dimaksud pada ayat {1} belum juga terpenuhi, terhadap
ketentuan scbagaiman'a dimaksud pada avat ({1} huruf c, cara
penvelgsaiannya diserahkan kepada pimpinan DPRD dan pimpinan fraksi.

(8] Setiap penundaan rapat, dibuat berita acara penundaan rapal yang

ditandatangani clel pimpinan rapat.
Pasal 108

(1) Rapat alat kelengkapan sebagaimena dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1)
huruf I, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huref k, dan huruf | memenuhi
kuorum apabila dihadiri secara fisik oleh paling sedikit 50% (lima puluh
persen| ditambahl (satu) anggota alat kelengkapan yang bersangkutan
dan lebih dari 1 (satu) fraksi.

{2) Dalam hal rapat alat kelengkapan DPRD mengambil keputusan,
keputusan dinyatakan sah apabila disetujui oleh suara terbanvak dari

anggota alat kelengkapan yang hadir.
Pasal 109
Setiap keputusan rapat DPRD, baik berdasarkan musyawarah untuk mufakat
maupun berdasarkan suara terbanvak, merupakan kesepakatan untuk

ditindaklanjuti cleh semua pihak yang terkait dalam pengambilan keputusan.

BAB X
TATA CARA PEMBENTUKAN DAN SOSIALISASI PERATURAN DAERAH

Pasal 110
(1) Rancangan peraturan daerah dapat berasal dari DPRD atau Walikota.

(2) Rancangan peraturan daerah yang berasal dari DPRD atau Walikota

disertai penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.
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(3)

(4)

(1

2]

3)

)

)

{6}

(7)

@

Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diajukan berdasarkan program pembentukan perda daerah.
Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Walikota dapat mengajukan

rancangan peraturan daerah di luar program pembentukan perca daerah.
Pasal 111

Rancangan peraturan daerah yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh

anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Badan pembentukan Perda.

Rancangan peraturan daerah yang diajukan oleh anggota DPRD, komisi,

gabungan komisi, atau Badan pembentukan Perda sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD disertai

dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik, daftar

nama dan tendatangan pengusul, dan diberikan Nomor polkok oleh

sekretariat DPRD.

Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh

pimpinan DPRD disawpaikan kepada Padan pembentukan Ferda untuk

dilakulkan pengkajian.

Pimpinan DPRD menyampaikan hasil pengkajian badan pembentukan

Perda  sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada rapat paripuma

DPRD.

Rancangan peraturan daerah yang teiah dikaji oleh Badan pembentukan

Perda sebagaimana dimaksud pada aya! (4] disampaikan oleh Fimpinan

DPRD kepada semua anggota DPRD selambat-lambatnya 7 [tujuh) hari

sebelum rapat paripurna DPRD.

Dalam rapat paripurna DFRD sebagaimana dimaksud pada ayat [5):

a. Pengusul memherikan penjelasan;

b. fraksi dan anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; dan

c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan fraksi dan anggota
DPRD lainnya.

Rapat paripurna DPRD memutuskan usul rancangan peraturan daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:

a. Persetujuan;

b. perse.ajuan dengan pengubahan; atau

¢. renolakan.

Dalam hal persetujuan dengan pengubahan, DPRD menugasi komisi,

gabungan komisi, Badan pembentukan Perda, atau panitia khusus untuk

menvempurnakan rancangan peraturan daera’ tersebut.
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e

(1)

12)

Rancangan peraturan daerah vang tclah  disiapkan oleh DPRD
disampaikan dengan surat pimpinan DPRD kepada Walikota.

Fasal 112
Rancangan peraturan daerah yang berasal dari Walikota diajukan dengan
surat Walikota kepada pi;npinan DPRD.
Rancangan peraturan daerah yang berasal dari Walikota disiapkan dan

diajukan sesnai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 113

Apabila dalam satu masa sidang Walikota dan DPRD menyampaikan

rancangan peraturan daerah mengenal materi yang sama maka vang dibahas

adalah rancangan peraturan daerah yang disampaikan oleh DPRD, sedangkan

rancangan peraturan daerah yang disampaikan oleh Walikota digunakan

sebagai bahan untuk dipersandingkan.

(1)

(2]

(3]

Pasal 114

Rancangan peraturan daerah yang berasal dari DPRD atau Waliota
dibahas oleh DPRD dan Walikota untuk mendapatkan persetujuan
bersama.
Pembahasan rancangan peraluran daerah sebagaimane dimaksud pada
ayat (1), dilakukan ipelalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu
pembicaraan tngkat] dan pembicaraan tingkat I
Pembicaraan tingkat | sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi;
a. Dalam hal rancangan peraturan daerah berasal dari Walikota
dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:
1. penjelasan Walikota dalam rapat paripurna mengenai rancangan
peraturan daerah;
2. pemandangan uwmum fraksi terhadap rancangan peraturan daerah;
dan
3. tanggapan dan/atau jawaban Walikota terhadap pemandangan
umum fraksi.
b. Dalam hal rancangan peraturan daerah berasal dari DPRD dilakukan

dengan kegiatan sebagai berikut:

20}



|

6]

(1

(2)

1. penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan
Badan Pembentukan Perda , atau pimpinan panitia khusus dalam
rapatl paripurna merngenai rancangan peraturan daerah;

2. pendapat Wali Kota terhadap rancangan perda; dan

3. tanggapan dan/atau jawaban fraksi terhadap pendapat Walikota.

¢. Pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia
khusus yang dilakukan bersama dengan Walikota atau pejabat yang
ditunjuk untuk mewakilinya.

d. Penyampaian pendapat akhir fraksi dilakukan pada saat Pembahasan
Finalisasi Rancangan Perda antara komisi, gabungan komisi, atau
panitia khusus vang dilakukan bersama dengan walikota atau pejabat
yang dituniuk untuk mewakilinya.

Pembicaraan tingkat 1T sebagaimana dimaksud pada ayat {2) meliputi:

a. Pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:
1. penyampaian laporan npimpinan komisi/pimpinan gabungan

kornisi/ pimpinan panitia khusus yang berisi proses pembahasan,
pendapat fraksi dan hasil pembicaraan sebagaimana dimaksud pada
ayat [3) huruf c; dan

2. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan
rapat paripurna.

b. pendapat akhir WaliKota.

Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada avat (4) huruf a

angka 2 tdak dapat dicapal secara musvawarah untuk mufakat,

keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Dalam hal rancangan peraturan daerah tidak mendapat persetiljuan

bhersama antara DPRD dan Walikota, rancangan peraturan daerah

tersebut tidak buleh digjukan lagi dalam persidangan DPRD masa itu.
Pasal 115

Rancangan peraturan dacrah dapat ditarik kembali sebelum dibahas
bersama oleh DPRD dan Walikota.

Penarikan kembali rancangan peraturan daerah sehapaimana dimaksud
pada ayat (1] oleh DPRD, duskukan dengan keputusan pimpinan LPRD
dengan disertai alasan penarikan.

Penarikan kembali rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) oleh Walikota, disampaikan dengan surat Walikota disertai

alasan penarikan.
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Rancangan peraturan daerah yvang sedang dibahas hanya dapat ditarik
kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Walikota.

Penarikan kembali rancargan peraturan daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (4] hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna DPRD yang
dihadin eleh Walikota.

Rancangan peraturan daerah vang ditarik kembali tidak dapat diajukan

lagi pada masa sidang vang sama
&
Pasal 116

Rancangan peraturan daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan
Walikota disampaikan oleh pimpinan DPRD lepada Walikota untulk
ditetapkan menjadi peraturan daerah.

Penvampaian rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari

terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.
Pasal 117

Fancaugan peraturan daerah =cbagaimanz dimaksud dalam Pasal 116
ditetapkan oleh Walikota dengan membubuhkan tanda tangan paling
lambat 30 (tiga puluh) har sejak rancangan peraturan daerak tersebut
disetujui bersama cleh DPRD dan Walikata.

Dalam hal rancangan pcraturan daerah sebagaimana dimaksud pada, ayat
(1) tudak ditandatangani oleh Walikota paling lambat 30 (tiga puluh) hari
sejak rancangan peraturan daerah tersebut disetujui bersama, rancangan
peratwian daerah tersebut sah nrenjadi peraturan daerah dan wajib
dinndangkan dalam lembaran daerah.

Dalam hal sahnyva rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat {2), maka kalimat pengesahannya berbunyi: Peraturan Daerah
ini dinyatakan sah.

Kalimat pengesahan yang berbuny: sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
harus dibubuhkan pada halaman terakhir peraturan daerah sebelum
pengundangan naskah peraturan daerah ke dalam lembaran daerah.
Peraturan daerah berlaku setelah diundangkan dalam lembaran daerah.
Rancangan peraturan daerah vang berkaitan dengan APBD, pajak daerah,

retribusi daerah, dan tata ruang daerah sebelum ditetapkan harus
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dievaluasi oleh Pemerintah dan/atau gubernur sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Peraturan daerah setelah diundangkan dalam lembaran daerah harus
disampaikan kepada Pemerintah dan/atau Gubernur sesual dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 118

Peraturan Daerah yang telah diundangkan dalam lembaran daerab dan
tamhahan lernbaran daerah wajib disosialisasikan oleh Anggota DPRD.

Sesialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan
cara kunjungan kerja, tatap muka, atau dialog langsung berupa ceramah,

workshop atau seminar, pertemuan ilmiah dan kenferensi pers.

BAB XI
LARANGAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu

Larangan
Pasal 119

Anggota DPRD dilarang merangkap jabatan sebagal:

a. pejabat negara atau pejabat daerah lainnya;

b. hzkim pada badan peradilan; atan

c. pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia,/Kepolisian
Negara Republik Indonesia, pegawal pada badan usaha milik negara,
badan usaha milik daerah, atau hbadan lain yang anggarannya
bersumber dari APBN/APED.

Anggota DPRD dilarang melakukan pekerjaan sebagal pejabat struktural

pada lembaga pendidikan swasta, akuntan publil, konsultan, advokat

atau pengacara, notaris, dan pekerjaan lain yang ada hubungannya

dengan tugas dan wewenang DPRD serta hak sebagai anggota DFRD.

Angpota DPRD dilaraag melakukan korupsi, kolusi, dan nepuotisioe, serta

dilarang menerima gratifikasi.
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Bagian Kedua

Sanksi
Pasal 120

Anggota DPRD wang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 57 dikenai sanksi berdasarkan keputusan Badan
Kehormatan. n

Anggota DPRD vang dinyatakan terbukti melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal llg ayat [1) dan/atau ayat (2) dikenai
sanksi pemberhentian sebagal anggota DPRD.

Anggota DPRD yang dinyatakan terbukti melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat [3) berdasarkan putusan
pengadilan vang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dikenai sanksi

pemberhentian sehagai anggotz DPRD.

Pagal 121

Jenis sanlksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (1) berupa:

a.
b.

.

teguran lisan;
teguran tertulis; dan/atau

diberhentikan dari punpinan pada alat kelengkapan.

Pasal 122

Setiap orang, kelompok, atau organisasi dapat mengajukan pcngaduan kepada

Badan Kehormatan dalam hal memiliki bukti yang ruknup bahwa terdapat

anggota DPRD yang tidak melaksanakan salah satu kewajiban atau lebih

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 danfatau melanggar ketentuan

larangan sebagaimanea dimaksud dalam Fasal 119,

BAB XII
PEMBERHENTIAN ANTARWAKTU, PENGGANTIAN
ANTARWAKTU, DAN PEMBERHETIAN SEMENTARA
Bagian Kesatu

Pemhberhentian Antarwaktu

64



(1)

i2)

3

4

Pasal 123

Anggota DPRD berhienti antarwaktu karena -

a. Meninggal dunia;

b. mengundurkan diri; atau

¢. diberhentikan.

Mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat {1] huruf b ditandai

dengan surat pengunduran diri dari yang bersangkutan, mulai berlalku

terhitung sejak tanggal ditandatangani sural pengunduran din atau
terhitung sejak tanggal yang dipersyaratkan dalam ketentuan perundang-
undangan.

Anggota DPRD diberhentikan antarwalktu sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf ¢, apabila:

a. tidak dapat melaksanakan tugas secara  berkelanjutan  afau
berhalangan tetap sebagai anggota DPRD selama 3 (tiga) bulan
berturut-turut tanpa keterangan apapun,

b. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etilkk DPRD;

¢. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana
dengan ancaman pidana penjara 3 (lima) tahun atau letih;

d. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan
DPRD yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali
berturut-turut tanpa alasan yang sah;

e. diusulkan oleh partal politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan
perindang-undangan,

f tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum;

g. melanggar ketentuan larangan sebagai anggota DPRD sebagaimana
diatur dalam peraturan perundangundangan;

k. diberhentikkan sebagai anggota partal politik sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan; dan/atau

1. menjadi anggota partai politik lain.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1] dan pada ayat (2] juga

berlaku bagi anggota DPRD yang berkedudukan sebagal pimpinan DFRD

dan/atau pimpinan alat kelengkapan DPRD.

B5
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Pasal 124

Pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123
ayat 1) huruf a dan huruf b serta ayat {3|| huruf ¢, huruf e, uruf h, dan
huruf i diusulkan oleh pimpinan partai poliik kepada pimpinan DFRD
dengan tembusan kepada Gubernur.

Paling lama 7 (tujuh] hari sejak diterimanya usul pemberhentian
sebagaimana dimaksud ']l.pada ayat (L), pimpinan DPRD menyampaikan
usul pemberhentian anggota DPRD kepada Gubernur melalui Walikota
untuk memperoleh peresmian pemberhentian.

Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian
sebagaimana dimaksud pada ayat (@, Walikota menyampaikan usul
tersebut kepada gubernur.

Apabila setelah 7 (tujuh) hari Gubernur atau Walikkota tidak
menyampaikan usul sebagaimana dimaksud pada ayat (3}, pimpinan
DPRD langsung menyampaikan usul pemberhentian angegcta DPRD
kepada Gubernur.

Gubernur meresmikan pemberhentian anggota DPRD paling lama 14
(empat belas) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota DPRD
dari Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3} atau dard pimpinan
DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Peresmian pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud ayat (5)
berlaku sejak ditetapkan, kecuali peresmian pemberhentian anggota DPRD
sebagaimana dimaksud dalam Passl 123 avat {3: huruf ¢ berlaku sejak

tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 125

Dalam hal belum adanya keputusan huluam yang berkekuatan hukum tetap,

maka seluruh hak dan kewajiban anggota DPRD yang bersangkutan masih

melekat.

(1)

Pasal 126

Pemberhentan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dala:: Pasal 123
avat Bﬁ huruf a, hurut b, huruf d, husuf f, dan huruf g, dilakukan setelah
adanya hasil penyelidikan dan verifikasi yang dituangkan dalam
keputusan Badan Kehormatan atas pengaduan dari Pimpinan DPRD,
masyarakat, dan/atau pemilih.
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Keputusan Badan Kehormatan mengenai pemberhentian anggota DPRD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Badan Kehormatan
DFRD kepada rapat paripurna.

7 [tujuh) hari sejak keputusan Badan Kehormatan yang telah dilaporkan
dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan
DPRD menyampaikan keputusan Badan Kehormatan DPRD kepada
pimpinan partai politik yang bersangkutan.

Pimpinan partai Politik yang bersangkutarn menyampaikan keputusan dan
usul pemberhentian anggotanya kepada nimpinan DPRD, paling lambat 30
{tiga puluh} hari sejak diterimanya keputusan Badan Kehormatan
sebagaimana dimaksud pada ayat {2) dari pimpinan DPRD.

Dalam hal pimpinan Partei Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
tidak memberikan keputusan dan usul pemberhentian anggotanya
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pimpinan DPRD meneruskan
keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
kepada gubernur melalui walikota paling lama 7 (tujuh} hari sectelah
berakhirmya batas walktu penyampaian keputusan tentang pemberhentian
anggota DPRD dari pimpinan partai politik, untuk mermperoleh peresmian
pemberhentian.

Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya keputusan pemberhentian
sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Walikota menyampaikan kKeputusan
tersebut kepada Gubernur.

Cubernur meresmikan pemberhentian  Anggota DPRD  sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) paling lama 14 [empat belas] hari sejak
diterimanya keputusan Badan Kehormatan atau lkeputusan pimpinan

Partai Politik tentang pemberhentian anggotanya dari Walikota.

Bagian Kedua

Pengganrtian Antarwaktu
Pasal 127

Anggota DPRD vang berhenti antarwalktu sehagaimana dimaksud dalam

Pasal 123 ayat (1) digantikan olewn calon anggota DPRD vang memperolen

suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolchan'

suara dari Partai Politik yang sama pada daerah pemilihan vang sama.
Dalam hal calon anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan
berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1] mengundurkan 2iri,
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meninggal dunia, atau tidak lagi memenuhi svarat sebagai calon anggota
DPRED, anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1] digantikan
oleh calon anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan
berikutnya dari Partai Polik vang sama pada daerah pemilihan vang
sama.

Masa jabatan anggota DPRD pengganti antarwalktu melanjutkan sisa masa

jabatan anggota DPRD yang digantikannya.

Pasal 128

Pimpinan DPRD menvampaikan nama Anggota DPRD yanyg diberhentikan
antarwaktu dan meminta nama calon pengganti antarwaktu dengan
melampirkan fotokopi daftar calon tetap dan daftar peringkat perolehan
suara Partai Politik yang bersangkutan yang telah dilegalisir, kepada
KFUD dengan tembusan kepada pimpinan partai politik vang
bersangkutan.

KPUD menyampaikan namsa caion pengganti antarwaktu sebagoimana
dimaksud pada.ayat {1} kepada Pimpinan DPRD paling lambat 5 (lima) hari
sejak diterimanya surat Pimpinan DPRD.

Paling lama 7 (tujuh) hari sejak menerima nama calon pengganti antar
waktu dari KPUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2}, pimpinan DFED
setelah melakukan konfirmasi kepada Pimpinan Partai Politik vang
bersangkutan, menyampaikan nama anggota DPRD vang diberhentikan
dan nama calen pengganti antarwaktu kepada Gubernur melalui Walikota
untuk diresmikan pemberhentian dan pengangkatannyva.

Dalam hal KPUD tidak menyampaikan nama calon pengganti antarwakia
dan/atau menyampaikan nama pengganti antar waktu yang tidak sesuai
dengan ketentuan dalam Pasal 127 ayat (1] atau ayat (2), ptmpman DPED
berdasarkan hasil konfirmasi dengan pimpinai. Partai Politik vang
bersangkutan menyampaikan nama calon peagganti antarwaktu dari
partai politik vang bersangkutan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal
127 ayat (1] atau ayat (2) kepada Gubernur melalui Walikata.

Paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima nama anggota DPRD yang
diberhentilan dan nama calon pengganti antar-aktu sebagaimana
dimaksud pada avat (3), dan ayat [4] walikota mengusulkan penggantian
antarwaktu kepada Gubernur untuk diresmikan pemberhentian dan

pengangkatannya.
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Paling lama 14 (empat belas) hari sejak menerima usulan penggantian
antarwalktu dari Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (5], Gubernur
meresmikah pemberhentian dan pengangkatan Anggota DPRD kota,

Dalam hal Walikota tidak mengusulkan penggantian antarwaktu kepada
Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Gubernur meresmikan
penggantian antarwaktu anggota DPRD berdasarken pemberitahuan dari

Pimpinan DPRD.
Pasal 129

Penggantian antarwaktu anggota DPRD tidak dilaksanakan apabila sisa
masa jabatan anggota DPRD kurang deri 6 (enam) bulax.

Dalam hal pemberhentian antarwaktu anggota DPRD dilaksanakan dalam
waktu sisa masa jabatan anggota DPRD kurang dari 6 [enam) bulan,
pemberhentian anggota DPRD terssbut tetap diproses. dengan tidal
dilakukan penggantian.

Keanggotaan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kosong sampai

berakhirnya masa jabatan anggota DPRD.

Bagian Kctiga

Persyaratan dan Verifikasi Persyaratan
Pasal 130

Calon anggota DPRD pengganti antarwaktu harus memenuhi persyaratan

sebagal berikut:

a. warga negara Indonesia yang telah berumur 21 (dua puluhsatu) tahun
atau lebih;

b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

¢. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik [ndonesia;

d. cakap berbicara, membaca, dan menulis dalam bahasa Indonesia;

e. berpendidikan pahng rendah tamat Sekolah Menengah Atas (SMA],
Madrasah Alivah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK], Madrasah

Aliyah Kejuruan (MAK}, atau bentuk lain yang sederajat;

f. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, UndangUndang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17
Agustus 1945;

(2)

1.
Q.

p.

. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan

vang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan
tindak pidana vang diancam dengan pidana peniara 5 (lima) tahun atau
lebih;

. sehat jasmani dan rohani;

terdaftar sebagai pemilih;

bersedia bekerja penuh waktu;

. mengundurkan diri :s:ébagai Pegawai Neger: Sipil, anggota Tentara

Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia,
pengurus pada Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik
Daerah, serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan
Negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak
dapat ditarik kemhali;

bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publk,
advokat/pengacara, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT), dan
tidak melakukan pekerjaan  penvedia barang dan jasa yang
berhubungan dengan keuangan negara seria pekerjaan lain yang dapat
menimbulkan konflik kepentingan aengan tugas, wewenang, dan hak

sebagai anggota DPRD sesual peraturan perundang-undangan;

.bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat Negara

lainnya, pengurus pada Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha
Milik Daerah, serta badan lain yang angparannya bersumber dari
keuangan negara;

menjadi anggota partal politik peserta pemilu;

dicalonkan hanya di 1 [satu) lembaga perwakilan; dan

dicalonkan hanya di 1 {satu} daerah pemilihan.

Kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPRD  pengganti

antarwaktu sebagaimana dimaksud pada avat (1) dibuktikan dengan:

a.
b

kartu tanda penduduk warga negara Indonesia;

bukti kelulusan berupa fotokopi {jazah, STTB, sertifikat, atau surat
keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program
pendidikan menengah;

surat keterangan tidak tersangkut perkara pidana dari Kepolisian

Hegura Republik Indonesia setempat;

. surat keterangan berbadan sehat jasmani dan rohani;

e. surat tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih;

surat pernyataan tentang kesediaan untuk bekerja penuh waktu yang

ditandatangan: di atas kertas bermeterai cukup
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. surat pernyataan kesediaan untuk tidak berpralktik sebagai akuntan

L]

publik, advokat/pengacara, notaris, pejabat pembuat akta tanah
(PPAT), dan tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang
berhubungan dengan keuangan Negara serta pekerjaan lain yang dapat
menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak
sehapai anggota DPRD yang ditandatangani di atas kertas bermeteral
cukup;

h. surat pengunduran diri vang tidak dapat ditarik kembali sebagai
Pegawai Megeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota
Kepolisian Negara Republik Indonesia, pengurus pada Badan Usaha
Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Dacrah, pengurus pada
badan lain yang anggarannya bersuriber dari keuangan riegara;

i. kartu tanda anggota partai politik peserta pemilu;

. surat pernyataan tentang kesediaan hanya dicalonkan oleh 1 [satu)
partai politik untuk 1 (satu) lembaga perwakilan yang ditandatangan: di
atas kertas bermeteral cukup; dan

k. surat pernyataan tentang kesedisan hanya dicalonkan pada 1(satu)
daerah pemilihan vang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup

Selain kelengkapan berkas administrasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (2), Waliketa dalam mengajulan usulan penggantian antarwaktu

anggota DPRD juga harus melampirkan:

a. usul pemberhentian anggota DPRD karena alasan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 123 avat (1) huruf a dan huruf b serta ayat [3]
huruf € dan huruf i dari pimpinan partai politik, disertai dengan
dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan dan ketentuan anggaran dasar dat anpggaran rumah tangga
partai politik;

b. usul pemberhentian anggota DPRD karena alasan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 123 ayat (& huruf ¢ dari pimpinan partai politik
disertai dengan salinan pulusan pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap,

¢. usul pemberhentian anggota DPRD karena alasan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 123 ayat (3) huruf h dari pimpinan partai politik

disertai dengan salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh

kekuatan hukum tetap dalam hal anggota partai peliik vang
bersangkutan mengajukan keberatan melahii pengadilan; atau
d. keputusan dan usul pemberhentian sebagai anggota DPRD karena

alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (3; huruf a, huruf
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b, huruf d, huruf f, dan huruf g dari pimpinan partai politik
berdasarkan keputusan Badan Kehormatan DPRD setelah dilakukan
penvelidikan dan verifikasi;

e. [otokopi daftar calon tetap anggota DPRD pada pemilihban umum yang
dilegalisir oleh KPUD; dan

f. fotokopi daftar peringkat perolehan suara partal politk vang
mengusulkan penggantien antarwaktu anggota OPRD vang dilegalisir
oleh KPUD, f

Verifikasi kelengkapan berkas penggantian antarwaktu anggota DPRD

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan secara

fungsional oleh unit kerja di masing-masing lembaga/instansi sesual

kewenangannya.

Bagian Keempat

Pemberhentian Sementara
Pasal 131

Anggota DPRD diberhentikan sementara karena;

a. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum yang diancan
dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; atau

b. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus.

Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan

olehr pimpinan DPRD kepada Gubernur melalui Waiikota.

Apabila setelah 7 (tujub) hari segak anggota DPRD ditetapkan sebagal

terdakwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1} pimpinan DPRD tidak

mengusulkan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada avat

(2), sekretaris DPRD dapat melaporkan status terdakwa anggota DPRD

vang bersangkutan kepada walikota.

Walikota berdasarkan laporan sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) mengaj ukan usul pemberhentian sementara anggota DPRD

vang bersangkutan kepada Gubernur.

Gubernur memberhentikan sementara sebagai anggota DFPRD atas usul

Walikota sebagaimana “imaksud pada ayat (2).

Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku

terhitung mulai tanggal anggota DPRD yvang bersangkutan ditetapkan

sebagai terdakwa.

Iz



[7) Anggota DFRD yang diberhentikan sementara tetap mendapatkan hak

(1)

(2

(1

(2)

(3

keuangan berupa uang representasi, uang paket, tunjangan keluarga, dan
tunjangan beras serta tunjangan pemeliha;aan kesehatan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 132

Dalam hal anggota DPRD yang diberhentikan sementara sebagalmana
dimaksud dalam Pasal 131 berkedudukan sebagai pimpinan DPRD,
pemberhentian sementara sebagai anggota DPRD diikuti  dengan
pemberhentian sementara scbagai pimpinan DPRD.

Dalam hal pimpinan DPRD diberhentikan sementara schagaimana
dimaksud pada ayat (1), partal politik asal pimpinan DFRD yang
diberhentikan sementara mengusulkan kepada pimpinan DPRD salah
ecorang anggota DPRD vang berasal dari partai politik tersebut untulk

melaksanakan tugas pimpinan DPRD yang diberhentikan sementara
Pasal 133

Dalam hal Anggota DPRD dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan
tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat {1}hurul a
atau hurufl b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap, anggota DPRD yang bersangkutan diberhentikan
tidak dengan hormat sebagai anggota DPRD.

Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku mulat
tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum teiap.

Dalam hal anggota DPRD dinvatakan tidak terbukti melakukan tindak
pidana sebagaimana dimaksud dalam Fasal 131 ayat (1} huruf a atau
huuf b berdasarkan putusar pengadilan yang telah memperaleh
kekuatan hukum tetap, maka anggota DPRD yang bersangkutan

diuktifikan kembali apabila masa jabatannya belum berakhir.

(H

(@

(4

(5

(&l

(1]

i2)

BAB XIII
PELAKSANAAN KONSULTASI

Pasal 134

Konsultast antara DPRD dengan pemerintah daerah dilaksanakan dalam

bentuk pertemuan antara pimpinan DPRD dengan Walikota.

Konsultasi sebagaimana 'i'dimaksud pada ayvat (1) dilaksanakan dalam

ranghka:

a. pembicaraan awal mengenal materl muatan rancangan peraturan
daerah dan/atau rancangan kebijakan umum anggaran serta priovritas
dan plafon anggaran sementara dalam rangka penyusunan rancansan
anggaran pendapatan dan belanja daerah;

b. Pembicaraan mengenai penanganan suatu masalah yang memeriukan
keputusan/kesepakatan bersama DPRD dan pemerintah dasrah
berdasarkan ,peraturan perundang- undangan; atau

c. permintaan penjelasan mengenal kebijakan atau program kerja tertentu
yang ditetapkan atau dilaksanakan oleh Walikota.

Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayvat (1). pimpinan DPRD

didampingi oleh pimpinan alat kelengkapan DPRD vang terkait demgan

matert konsultasi dan Walikota didampingi oleh pimpinan perangkat
daerah vang terkait.

Konsuliasi sebagaimana dimaksud pada ayat [2) dilaksanakan secara

berkala atau sesuai dengan kebutuhan.

Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1} dapat dilaksanakan, baik

atas prakarsa pimpinan DPRD maupun Walikota

Hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaporkan

dalam rapat paripurna DPRD.
Pasal 135

Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam  Pasal 134 juga dapat
dilaksanakan dengan pimpinan mstansi vertikal di daerah.

Pimpinan DPRD dapat membuat kesepakatan dengan pimpinan instansi
vertikal di daerah mengenai mekanisme konsultasi antara DPRD dengan

instansi vertikal tersebut.



(1

(2

(3)

4]

{5]

(6)

{1

2

BAB XIV
PRODUK DPRD

Pasal 136

Produk DPRD berbentuk keputusan DPRD dan keputusan Pimpinan
DPRD.

Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam
rapat paripurna DPRD, dimana surat keputusan ditandatangani oleh
Ketua atau Wakil Ketua DPRD,

Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) yang
berhubungan dengan kepentingan publik setelah mendengar saran
Pimpinan Fraksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang
berlaku.

Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dalam rapat Pimpinan DPRD, ditandatangani oleh Ketua atau
Wakil Ketua.

Dalam hal penandatanganan surat keputusan sebagainiana dimaksud
pada avat (1) dinyatakan sah jika mendapat persetujuan paling sedikit 3
unsur Pimpinan DPRD.

Persctujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandai dengan

membubuhkan paral koordinasi.
BAB XV
MEMBERIKAN PERSETUJUAN, FERTIMBANGAN /

PENDAPAT DAN KESEPAKATAN

Bagian Kesatu

Persetujuan
Pasal 137

Apabila suatu peraturan Perundang-Undangan menentukan agar DPED

memberi persetujuan atas suatu hal, pimpinan DPRD menugaskan'

pembahasannya kepada Komisi terkait.
Hasil pembahasan komisi diserahkan kepada pimpinan DPRD untuk

selanjutnya disampaikan kepada fraksi-fraksi DPRD.

73

T ————

(3) Pimpinan DPRD menugaskan Badan Musyawarah untuk menetapkan
jadwal pengambilan keputusan persetujuan DPRD melalui pendapat

fraksi-fraksi DPRD pada sidang paripurna.

Bagian kedua
Pertimbangan/ Pendapat

Pasal 138

Apabila suatu peraturan perundang-undangan menentukan agar DPRD
memberikan  pertimbangan/pendapat, pertimbangan/pendapat tersebut
diberikan oleh Pimpinan DPRD setelah mendengar saran dan masukan tertulis

dari Pimpinan Komisi terkail dan Pimpinan Fraksi.

Bagian Ketiga
Kesepakatan

Pasal 139

Apabila suatu peraturan Perundang-Undangan menentukan agar DPRD
memberikan kesepakatan, kesepakatsn tersebut diberikan oleh pimpinan
DPRD setelah melalui tahapan sebagai berikut:
a. Terkait denganAPBD

a.l Rancangan KUA dan FPAS dibahas oleh Badan Anggaran DPRD.

a.2 Pemberian kesepakatan oleh pimpinan DPRD setelah dilakukan rapat

konsultasi.

b. Selain APBD

b.l Pembahasan dilakukan oleh Alat Kelengkapan terkait untuk

direkomendasi kepada pimpinan DFRD.
b.2 Pemberian kesepakatan cleh pimpinan DPRD setelah dilakukan rapa.

konsultasi.



(1]

(2)

(3)

(4]

(5]

(6)

(7)
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BAB XV1
PEMBAHASAN HASIL PEMERIKSAAN
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Pasal 140

DPRD membahas hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab
keuangan negara yang dibentahukian olein Badan Pemeriksa Keuangan
vang disampaikan untuk dipergunakan sebagai bahan pengawasan
Pimpinan  DPRD  menugaskan  Komisi  untuk membahas aan
menindaklanjuti hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada avat (1)
Untuk keperluan pembahasan dan mempelajar hasil pemeriksaan, komisi
dapat mengadakan konsultasi dengan unsur Badan Pemeriksa Keuangan
uniuk mengklarifikasi hasil pcemeriksaan Badan Pemeriksa Kecuangan
sesuai dengan ruang lingkup tugas Komisi.

Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan bahan

Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat.,

Hasil Rupat Kerja dan/atau Rapat Dengar Pendapat sebagaimana

dimaksud pada avat (4) dilaporken secara tertulis kepada Pimpinan DPRD.

Pimpinan DPRD mengadakan konsultasi dengan Pimpinan Fraksi untuk

membahas laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Apabila hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6)

menvimpulkan terdapat kasus yang perlu ditindaklanjuti, dilakukan:

a. dalam hal kasus vang diduga merupakan tindak pidana, maka
Pimpinan DPRD menyampaikan kasus tersebut kepada
Kepolisian/Kejaksaan untuk diproses lebih lanjut; dan/atau

b dalam hal kasus vang diduga perlu diberikan sanksi administratif,
maka Pimpinan DPRD menyampaikan kepada pimpinan instansi yang

bersangkutan untuk diproses lebih lanjut

BAB XVIl
PENERIMAAN PENGADUAN DAN PENYALURAN ASPIRASI
MASYARAKAT

Pasal 141

Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD, anggota DPRD atau fraksi di
DPRD  menenma.  menampung,  menverap, dan  menindaklanjuti

™



(2]

(3]

(4)

(5)

(6)

(2)

(3]

pengaduan  dan/atau aspiras: masvarakat vang disampaikan secara

langsung atau tertulis tentang suatu permasalahan sesuai dengan tugas

fungsi dan wewenang DPRD

F‘Pngadun.l dan/atau aspiras: sebagammana dimaksud pada avat

dilakukan proses administratf oleh sekretanat DPRI

} dan diteruskan
kepada Pimpinan DPRD alat kelengkapan DPRD vang terkan

DPRD, atau fraksi di DPRD.

angegota

Pimpinan DPRD, alar kelengkapan DPRD vang terkai. atau fraks: di DR
dapat menindaklanjun pengadian dan/atau  aspirasi  sesua
kewenangannva

Anggota DPRD dapat menindaklanjutt  pengaduan dan/atau  aspiras:
kepada Pimpinan DPRD, ala kelengkapan DPRD vang terkan  atau
fraksinva.

Dalam hal diperlukan, pengaduan dan/atau aspirasi masvarakat dapat
ditindaklanjut dengan

a. rapat dengar pendapat umum;

L rapat dengar pendapat;

c. kunjungan kerja. atau

d. rapat kerja alat kelengkapan DPRD dengan mitra kerjanva

Tata cara penerimaan dan tindak lanjut pengaduan “an/atau aspirasi

masyarakat diatur oleh sekretaris DPRD dengan persetujuan pimpinan
DPRD.

BAB XVIII
PELAKSANAAN TUGAS KELOMPOK PAKAR ATAU TIM AHLI

Pasal 142

Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang DPRD, dibenruk
kelompok pakar atau tim ahl.

Kelompok pakar atau tim ahli paling banvak sesuai dengan jumlah alat
kelengkapan DPRD

Kelompok Pakar atau Tim Ahli terdiri dan :

a Kelompok Pakar atau Tin. Ah!l Pimpinan DPRD,

b Kelompok Pakar atau Tim Ahli Komisi-Komisi;

[y

Kelompok Pakar atau Tim Ahli Badan Anggaran;
Kelompok Pakar atau Tim Ahli Badan pembentukan Perda.
Kelompok Pakar atau Tim Ahli Badan Musyawarah dan

[=%
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. Kelompok Pakar atau Tim Ahli Badan Kehormatan. f Usulan dari masyarakat;

4} Jumlah anggota kelompok pakar atau tim ahli berdasarkan ketentuan dan g Hasil kunjungan langsung Anggota DPRD ke daerah ; dan

perturan perundang-undangan yang berlaku. h. Hasil kunjungan kerja lain vang terkait dengan tugas dan fungsi DPRD
Jumlah Anggota Kelompok Pakar atau Tim Ahli adalah sebagai berikut yang berkaitan dengan masyarakat.

{2) Pokok Pikiran DPRD dirangkum dan disampaikan pada rapat paripurna

a. Kelompok Pakar atau Tim Ahli Pimpinan DPRD sebanyak 3 orang;

b. Kelompok Pakor atau Tim Ahli Komisi-Komisi masing-masing 3 (tiga) I yang dihadiri oleh Walikota atau wakil Walikota dan disepakari bersama

orang; | untuk menjadi acuan dan*pedoman penyusunan rencana Kerja perangkat

¢. Kelompok Pakar atau Tim Ahli Badan Anggaran sebanvak 3 orang; Daerah.

d. Kelompok Pakar atau Tim Ahli Badan Pembetukan Peraturan Daerah | [3) Pokok Pikiran DPRD disusun dan dikelompokkan berdasarkan daerah
sebanyak 3 orang, pemiliban.

e. Kelompok Pakar atau Tim Ahli Badan Musyawarah sebanyak 3 (4) Dalam menyusun RKPD pemerintah daetah harus memasukkan pokok
orang;dan pikiran CPRD.

[ Kelompok Pakar atau Tim Ahli Badan Kehormatan sebanyak 3 orang. |

[5) Kelompok pakar atau tim ahli paling sedikit memenuhi persyaratan: | BAE XX
a. berpendidikan  serendah-rendahnya strata satu (31) dengan | RENCANA KERJA DPRD

pengalaman kerja paling singhkart 5 (lima) tahun, strata dua (S2] dengan

pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun, atau strata tiga (33) Pasal 144

dengan pengalaman kerja paling singkat 1 (satu) tahun;
b menguasai bidang vang diperlukan; dan (1), Rencana kerja DPRD disusun berdasarkan usulan rencana kerja alat
c. menguasai tugas dan fungsi DPRD. kelengkapan DPRD kepada Pimpinan DPRD.

(6) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) (2) Rencana kerja DPRD dalam bentuk Program dan daftar kegiatan.

dibantulk berdasarkan usul pimpinan alat kelengkapan dan fraksi DPRD
bersifat tidal tetap.

Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diangkat dan diberhentikan dengan keputusan sekretaris DPRD.

Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bekerja sesuai dengan pengelompokan tugas dan wewenang DPRD yang

tercermin dalam alat kelengkapan DPRD.

{(3) Pimpinan DPRD menyampaikan rencana kerja DPRD kepada Sckretaris

DPRD untuk dilakukan pembahasan dan penyelarasan.

Hasil pembahasan dan penyelarasan rencana kerja DPRD disampaikan
kepada Pimpinan DPRD untuk ditetapkan dalam Rapat Paripurnia.
Rencana kerja DPRD yang telah ditetapkan dalam rapat paripurna menjadi
pedoman bagi sehretariat DPRD dalam menyusun dokumen rencana dan

anggaran sekretariat DPRD untuk anggaran tahun berikutnya.

(&) Penetapan rencana kerja DPRD paling lambat tanggal 30 September tahun
BAB XIX berjalan.
POKOK PIKIRAN DPRD

Pasal 145
Pasal 143
) | {1} Alat kelengkapan DPRL menyampaikan hasil pelaksanaan rencana kerja
(1) Pokok Pikiran DPRD berasal dari : ’ } dalam rapat paripurna setiap akhir tahun.
c. Hasil kunjungan reses; (2] Pimpinan DPRD mempublikasikan ringkasan hasil pelaksanaan rencana
d. Hasil dengar pendapat umum; kerja kepada masyarakat paling sedikit setahun sekali.

e, Hasil kunjungan komisi ke daerah;
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BAB XXI
SISTEM PENDUKUNG DPRD
SEKRETARIAT DPRD

Pasal 146

Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DFRD.

Sekretaris DPRD dan Pegawai Sekretariat DPRD berasal dari Pegawai
Negeri Sipil

Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan
diberhentikan oleh Walikota dengan persetujuan Pimpinan DPRD.
Sekretaris DPRD dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional
berada dibawah dan berianggung jawab kepada pimpinan DPRD dan
secara administratif bertangsung jawab kepada Walkota melalul

Sekretaris Daerah.
Susunan organisasi sckretariat DPRD ditetapkan dalam Peraturan Daerah

dan Peraturan Waliketa ,berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

BAB XXI1
KETENTUAN PERALIHAN

Pagal 147

Peraturainn DPRD tentang Tata Tertib DPRD yang felah ada sebelumnya
dinyatakan tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan DPRD
tentang Tata Tertib DPRD ini;

Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus telah ditetapkan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak
Peraturan Pemerintah Nower 12 tahun 2018 diundangkan.

Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), ditetapkan setelah terlebih dahulu dikonsultasikan/evaluasi oleh

Gubernur.

a1

BAB XXIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 148

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Tata Tertib im diatur dengan
Keputusan DPRD.

(1)

{2)
(3

Pasal 149

Dengan ditetapkannya peraturan ini, maka Peraturan DPRD Kota Medan
Nomor: 171/3749/Kep-DPRD /2015 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan dicabut dan dinvatakan tidak
berlaku lagi.

Peraturan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Agar setlap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan
Peraturan DFRD ini dengan penempatannva dalain Berita Daerah Kota
Medar.
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Ditetapkan di : Medan
: 12 NOVEMBER 2018,

BERITA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2018 NOMOR: 74

Salinan sesual dengan a.aunya




